
 
 

 
 

 

TINJAUAN NORMATIF PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF 

INTEREST) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

 

PRISCILA SIAGIAN 

NPM 2112011537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2025



 

i 
 

 

 

 

ilABSTRAKy 

 

TINJAUAN NORMATIF PRINSIPiGOODiCORPORATEiGOVERNANCE 

TERHADAP KASUS BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF 

INTEREST) DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS 
 

 

Oleh: 

PRISCILA SIAGIAN 

 

Sistem;tata.kelola.perusahaan.yang.baik dikenal secara umum dengan istilah 

Good{Corporate\Governance. Salah satu tujuan penerapan/prinsipGGCG ialah 

untuk mencegah terjadinya konflik dalam perusahaan termasuk konflik benturan 

kepentingan (conflict of interest). Penelitian ini mengkaji tinjauan normatif prinsip 

GCG dalam mencegah terjadinya konflik benturan kepentingan pada PT, bentuk-

bentuk benturan kepentingan serta contoh kasus 

benturanikepentinganiyangidilakukanioleh seorang Direksi dan pengaturan 

mengenai benturan kepentingan yang?terdapat”dalam Undang-

Undang”NomorI40ITahunI2007ITentangIPerseroanITerbatas. 

 

Metode penelitian1yang digunakan adalah metode penelitian1hukum1normatif 

dengan1tipe1penelitian1deskriptif. Pendekatan1masalah1yang1digunakan1adalah 

pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data1yang 

digunakan1adalah1data1sekunder melalui Undang-Undang sekaligus putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan1data, 

editing dan sistematisasi data, serta dianalisis1secara1kualitatif. 

 

Hasil1penelitian1dan1pembahasan1menunjukkan1bahwaiadanya1penerapan GCG 

mampu menciptakan iklim yang kondusif antar organ perusahaan sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya konflik benturan kepentingan. Bentuk benturan 

kepentingan yang paling umum dilakukan oleh Direksi perusahaan meliputi 

penyalahgunaan aset perusahaan, self dealing, gratifikasi dan corporate 

opportunity. Adapun pengaturan mengenai benturan kepentingan pada UU PT 

secara implisit tersirat pada beberapa pasal yaitu Pasal 92, Pasal997, Pasal999, 

Pasal 100 dan Pasal 101. 

 

Kata kunci: Benturan Kepentingan, Good Corporate Governance, Perseroan 

Terbatas 
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ABSTRACT 

 

NORMATIVE REVIEW OF GOODlCORPORATElGOVERNANCE 

PRINCIPLES INlTHE CASE OFlCONFLICTlOFlINTEREST BY 

DIRECTORS IN A LIMITED LIABILITY COMPANIES 

 

 

By: 

PRISCILA SIAGIAN 

 

Good/Corporate/Governance/is/a/system needed by a company to manage its 

operational in a good maintain. The/objectives/of implementing GCG principles 

such as preventing any internal conflicts within the company, including conflicts of 

interest. This study is going to examine the normative review of GCG principles in 

order of preventing conflicts of.interest.in.Limited.Liability Companies, 

categorization.of.conflicts.of.interest,,and examples of.conflicts.of.interest 

committed by a Director, as well as the regulations regarding conflicts of interest 

contained in Law of Limited Liability Companies Number 40 of 2007. 

 

The.research.method.used is a normativellegalrresearch method using a 

descriptiveeresearchttype. Theeproblem-solvingaapproachuuseddissaacaseestudy 

approach and a legal approach. The.data.used.are.secondaryddata from laws and 

final court decisions. Theddata are processed through data examination, editing, 

and systematization, and analyzeddqualitatively. 

 

Theeresearch findings andddiscussion indicate that.the.implementation.of GCG 

can create a conducive environment among corporate bodies, thereby minimizing 

conflicts of interest. The most common forms of conflicts of interest committed by 

company directors include misuse of company assets, self-dealing, gratification, 

and corporate opportunity. The provisions regarding conflictssofiinterest in the  

Law of LimitedlLiabilityyCompany are implicitly implied in several chapters, such 

as Chapter 92, Chapterr97, Chapterr99, Chapterr100, and Chapterr101. 

 

 

 

Keywords: Conflict of Interest, Good Corporate Governance, Limited Liability 

Company 
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MOTO 

 

 

“I sought the Lord. And He heard. And He answered.” 

(Elevation Worship) 

 

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 

menerimanya.” 

(Matius 21:22) 

 

 

“Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang 

kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan 

kasih setia-Nya dari padaku.” 

(Mazmur 66:19-20) 

 

 

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 

Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemana 

pun engkau pergi.” 

(Yosua 1:9) 

 

 

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.” 

(Tan Malaka)   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada disiplin,ilmu,hukum, dikenal dua istilah utama yang sering digunakan, yaitu 

"orang" (person) yang merujuk pada individu manusialataulnaturallperson, serta 

"badan,hukum" (legal.person). Keduanya dikategorikan sebagai subjek hukum, 

yakni entitas yang secara hukum diakui memangku suatu  

hak,dan,kewajiban..Dengan.kata lain, secara pribadi atau perseorangan maupun 

dalam bentuk badan;hukum memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum 

karena keduanya dapat menanggung hak serta menjalankan kewajiban. Manusia 

sebagai individu memegang peran penting sebagai subjek hukum karena pengakuan 

hukum memberikan legitimasi atas tindakannya dalam ranah hukum. Status ini 

menjadikan manusia memiliki kemampuan atau kapasitas untuk terlibat dalam 

peristiwa hukum, misalnya pembuatan perjanjian, kepemilikan atas harta, juga 

kewajiban-kewajiban hukum lain yang harus dijalani. Oleh karena itu, pengakuan 

terhadap manusia dan.badan,hukum sebagai.subjek.hukum mencerminkan dasar 

penting dalamn sistem hukumzmodern yangbmenempatkan keduanya sebagai aktor 

hukum yang aktif dan bertanggung jawab. 

Prinsip yang berlaku bagi subjek hukum pribadi atau perseorangan turut diterapkan 

pada badan,hukum. Badan,hukum adalah entitas yang dibentuk melalui mekanisme 

hukum tertentu dan diakui sebagai pemilik hak serta pemikul kewajiban 

sebagaimana halnya manusia. Entitas ini memiliki kekayaan yang terpisah dari para 

anggotanya, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai tindakan 

hukum melalui organ-organ resmi yang telah ditentukan dalam struktur organisasi 
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badan tersebut.1 Menurut,Pasall1653.Kitab.Undang-Undang.Hukum.Perdata, 

badan.hukum diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: badan hukum dapat berupa 

lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah, institusi yang keberadaannya 

diakui secara resmi oleh pemerintah, maupun organisasi yang didirikan untuk 

memenuhi tujuan atau kepentingan tertentu. Umumnya, pembentukan badan 

hukum bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu, baik berupa pencapaian 

keuntungan maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.2 Sebagai subjek 

hukum yang bersifat mandiri, badan hukum memiliki kapasitas untuk menjalankan 

aktivitas usaha atau bisnis atas nama dirinya sendiri tanpa bergantung pada identitas 

individu yang ada di dalamnya.  

Badan hukum memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah Perseroan.Terbatas 

(selanjutnya disingkat.sebagai.PT). PT merupakan bentuk badan.hukum.yang 

didirikanmberdasarkan perjanjian sebagai persekutuan modal, di mana modal 

dasarnya berasal dari kepemilikan saham. Dalam menjalankan usahanya, PT wajib 

taat pada peraturan yanggtercantumjdalambUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentanghPerseroannTerbatas (UU PT). Karena merupakan entitas hukum yang 

diciptakan oleh manusia, PT tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan 

aktivitasnya secara mandiri. Oleh karena itu, sebagaimana diaturrdalamlPasall92 

ayat,(1).UU.PT, operasional danmpengelolaan PT dilaksanakan oleh organ yang 

disebut Direksi. Meskipun Direksi memiliki wewenang untuk mengelola 

perusahaan, seluruh tindakan dannkeputusannyangndiambil tetap menjadii 

tanggungjjawab PT sebagai entitas hukum. Dalam struktur organisasi PT, Direksi 

tidak bekerja sendiri melainkan bersama dua organ1penting lainnya, yaituiRapat 

UmumuPemeganggSaham (RUPS) dan DewankKomisaris, yang bersama-sama 

memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas kegiatan perseroan. 

Pedoman dalam kepengurusan PT berlandaskan pada UU PT sekaligus mengikuti 

aturan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pengurusan PT oleh Direksi wajib 

dilandasi oleh itikad.baik,,sebagaimanaadiatur pada Pasall97jayat;(2) UU PT. 

 
1 Nindyo Pramono, Mengenal Hukum Bisnis. (https://adoc.pub/mengenal-hukum-

bisnis.html, diakses pada 16 Mei 2025, jam 16.00 WIB). 
2 Dosen Sosiologi, 8 Badan Hukum dan Contohnya. (https://dosensosiologi.com/macam-

badan-hukum/, diakses pada 16 Mei 2025 16.15 WIB). 

https://adoc.pub/mengenal-hukum-bisnis.html
https://adoc.pub/mengenal-hukum-bisnis.html
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Direksi memiliki peran yang krusial dalam perusahaan karena kinerja Direksi akan 

sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Dengan menjalankan 

kepengurusan berdasarkan pedoman-pedoman ini, akan tercipta iklim perusahaan 

yang sehat. 

Iklim perusahaan yang sehat menandakan bahwa perusahaan memiliki kepatuhan 

hukum dan menjalankan perusahaan sesuai dengan pedoman dan nilai-nilai moral 

yang ada. Berangkat dari kondisi yang demikian maka perusahaan akan siap 

menghadapi dinamika dan tantangan dalam persaingan usaha. Perlu adanya 

pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif untuk mencapai kondisi ini, sebab 

pengelolaan yang efektif akan membantu meningkatkan kualitas dan kinerja 

perusahaan. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) hadir sebagai pedoman 

pokok bagi perusahaan mengoperasikan aktivitasnya secara sehat, transparan, dan 

bertanggung jawab.  

GCG merupakan perangkat penting untuk membangun kepercayaan pasar dan 

meningkatkan efisiensi ekonomi, dengan cara memastikan bahwa perusahaan 

dikelola untuk kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingannya.3 

Tidak sekadar sebagai representasi dari tata kelola yang baik, Good Corporate 

Governance juga menjadi sistem proteksi bagi perusahaan terhadap risiko kerugian 

yang dapat terjadi dari dalam manajemen perusahaan itu sendiri.4 

PT sebagai badan hukum persekutuan modal tentu berjalan pada satu tujuan yaitu 

terpenuhinya kepentingan bersama. Untuk mencegah munculnya konflik 

kepentingan di antara pihak-pihak internal perusahaan yang dapat merugikan 

operasional maupun keberlangsungan perusahaan, penerapankprinsip0Good 

Corporate0GovernanceY(GCG) dalam PT menjadiGsuatuGkeharusan.5 Terdapat 

kewajiban bagi PT untuk melaksanakan prinsipBtataBkelolaBperusahaanByang 

baikFsesuaiFdenganGpedoman resmi yang7 telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

 
3 OECD, Corporate Governance Principles. (https://www.oecd.org/en/topic/policy-

issue/corporate governance/corporate-governance-principles-eng.pdf, diakses pada 16 Mei 2025, 

16.30 WIB). 
4 Jill Solomon, Corporate Governance and Accountability, Britania Raya: John Wiley & 

Sons, 2007, hlm. 18. 
5 Sofyan Jafar, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT”, Jurnal Ilmu 

Hukum Reusam, Vol. 1 No. 4,  Maret 2024, hlm. 2. 
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Keuangan (OJK), sebagaimanaRtercantumGdalamGPeraturan OJKNNomor 

21/POJK.04/2015 tentangDPenerapanHPedomanMTataMKelolaKPerusahaan 

TerbukaP. Dengan mengikuti pedoman ini, perusahaan tidak hanya mampu 

menjalankan aktivitas bisnis secara etis dan profesional, tetapi juga memastikan 

terpenuhinya tanggung jawab sebagai upaya proteksiatas  kepentingan para investor 

serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Penerapan 

GCG secara konsisten juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya transparansi, 

akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Hal ini perlu mendapat 

perhatian khusus karena tiap-tiap pihakZdalam perusahaan mengantongi hajatnya 

sendiri sehingga jangan sampai perselisihan kecil timbul sehingga muncul 

kesalahpahaman yang bisa membawa kekacauan dalam perusahaan.  

Kekacauan yang timbul dapat lahir dari konflik-konflik internal dalam perusahaan, 

misalnya penyalahgunaan wewenang hingga konflik benturan kepentingan yang 

paling lazim ditemukan dalam PT. Munculnya benturan kepentingan (conflict of 

interest) pada PT lazimnya terjadi ketika salah seorang Direksi atau pejabat 

perusahaan menyimpan keperluan personal, secara langsung maupun tidak 

langsung, yang kemudian berimplikasi pada objektivitasnya atas keputusan yang 

diambil atau ketika  menjalankan tugasnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan 

konflik antara kepentingan individu tersebut dengan kepentingan perusahaan secara 

keseluruhan. Jika tidak dikelola dengan baik, benturan kepentingan dapat 

mengganggu proses pengambilanhkeputusan yangKseharusnya mengutamakanX 

kepentinganZ perusahaan danppara pemangku kepentingan. Itulah sebabnya, 

penting bagi setiap pejabat perusahaan untuk bersikap transparan dan menghindari 

situasi yang dapat menimbulkan konflik demi menjaga integritas dan 

profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya.6  

Fenomena di atas cenderung terjadi karena beberapa faktor pemicu, diantaranya 

struktur kepemilikan saham yang timpang, pengawasan internal yang kurang ketat, 

serta dorongan pribadi untuk memenuhi finansial pribadi dengan cara meraup 

 
6 Pusat Edukasi Antikorupsi, Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di 

Korporasi. (https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230816-memahami-benturan-

kepentingan-dan bahayanya-di-korporasi, diakses pada 16 Mei 2025, 17.00 WIB) 
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keuntungan perusahaan.7 Dampak dari terjadinya benturan kepentingan tidak hanya 

terbatas pada kerugian materiil perusahaan saja tetapi juga berkurangnya 

kepercayaan publik terhadap reputasi perusahaan yang akan berpengaruh pada 

stabilitas perusahaan tersebut. 

UU PT memuat aturan terkait tanggung jawab Direksi dan Komisaris secaraF 

pribadiVjikaJbersalahJatauKlalaiLdalamBmenjalankanPtugasnya, dan mereka 

dapat membela diri dengan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau lalai, 

termasuk tidak memiliki dan atau melakukan benturan kepentingan, tanpa adanya 

kerangka hukum kuat yang mampu menjadi instrumen pencegah akan munculnya 

benturanPkepentinganPyangPdapatPmerugikanPperusahaan. Keabsenan akan hal 

ini mengakibatkan praktek penegakan aturannya menjadi tidak kondusif. 

Pengaturan yang masih terkesan abu-abu  ini dimanfaatkan sebagai celah bagi 

pelaku benturan kepentingan terbebas dari dugaan itu karena perbuatannya sulit 

dibuktikan secara hukum.8  

Salah satu konflik dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi dalam 

PT dapat ditemui pada putusan perdata Nomor0373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dasar 

dari gugatan ini adalah dugaan salah satu Direktur dalam perusahaan memiliki 

benturan kepentingan (conflict of interest), dengan PT Pyrotek Indonesia sebagai 

badan hukum yang berstatus sebagai perusahaan Penggugat dan Rudy Surjadi Cittra 

sebagai Tergugat. Tergugat merupakan salah satu direktur pada perusahaan 

Penggugat dan diduga melakukan rangkap jabatan dengan mendirikan perusahaan 

baru dan menjadi Direktur Utama perusahaan itu kemudian mengusulkan 

Perusahaan Penggugat untuk menjalin hubungan keagenan dengan perusahaan 

yang didirikannya. Sejak mitra keagenan terjalin, mulai terlihat gerak-gerik 

Tergugat I yang terindikasi memiliki benturan kepentingan karena pengambilan 

keputusannya tidak lagi objektif serta secara perlahan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan Penggugat.  

 
7 Kiki Latifa Zen, dkk, “ Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi PT Terhadap 

Kegiatan Pasar Modal di Indonesia”, NOTARIUS, Vol. 13, No. 2, 2020. Hlm. 559. 
8 Dian Priharyanti dan Elisatris Gultom, “Kepastian Hukum Transaksi Direksi yang 

Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau dari Good Corporate Governance”, Jurnal Publikasi Ilmu 

Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2024. Hlm. 24. 
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Perkara di atas merupakan contoh konkret bahwa benturan kepentingan oleh 

Direksi bukan hanya sekedar potensi, melainkan bisa benar-benar terjadi dalam 

ruang lingkup PT. Permasalahan ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi yang 

kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan Direksi, dan pada akhirnya 

menimbulkan sengketa hukum antar pemegang saham akibat  terganggunya 

stabilitas internal perusahaan. Masalah ini mendorong pentingnya pemahaman 

yang lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur 

mengenai konflik benturan kepentingan dalam lingkup PT serta bagaimana bentuk 

konflik tersebut dapat dikenali dalam dinamika sebuah perkara. Dengan kata lain, 

hal ini menjadi medium terbukanya ruang kajian mengenai bagaimana 

prinsipKGood8Corporate8Governance sebagai pedoman pengelolaan 

perusahaanG yangTbaik sejatinya bisa menjadi instrumen pencegahan terjadinya 

hal-hal sebagaimana terurai dalam permasalahan di atas.  

Sebagaimana telahPdiuraikanGdiGatas,Ppenulis memiliki ketertarikan untuk 

melakukanJpengkajian yangZ kemudian dituangkanJ menjadi sebuah skripsihtz 

yangKKberjudul “ Tinjauan Normatif Prinsip Good+Corporate+Governance 

Dalam Kasus BenturanAKepentinganP(Conflict5Of5Interest) Direksi Pada 

Perseroan Terbatas”. 

1.2 Rumusan MasalahHJK 

Berdasarkanzzuraian padaLlatarPbelakangZdiZatas,mmakaPrumusannnmasalah 

yangXakanHdibahas dalam penelitianhini mencakup hal-hal berikutz: 

1. BagaimanaK kajian normatif terhadap 

penerapanPprinsipPGood0Corporate0Governance dalamzupaya 

pencegahan atas benturanRkepentingan (conflictPofPinterest) dalamS 

tubuh Perseroan Terbatas?   

2. Apa saja bentuk-bentuk benturanPkepentingan (conflict5of5interest) yangG 

berpotensi dilakukan olehHDireksi dalamPPerseroan Terbatas? 

3. Bagaimana ketentuan hukum mengenai benturan kepentingan (conflict of 

interest) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas? 
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1.3 Ruang5Lingkup Penelitian 

Ruang%lingkup%penelitian dalam skripsi%ini berada dalam ranah 

hukum%perdata%ekonomi, khususnya yang berkaitan denganYHukum Ekonomi 

danV Hukum Bisnis. Fokus utama dari kajian ini adalah analisis normatif terhadap 

penerapan prinsip Good%Corporate%Governance dalam situasi benturan5 

kepentingan5(conflict%of-interest) yang melibatkan Direksi dalam( suatu 

Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini mengkaji secara mendalam berdasarkan 

Putusan Pengadilan 3Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, yang menjadi studi kasus 

utama dalam memahami bagaimana prinsip%tata%kelola%perusahaan%yanggbaik 

diterapkan ketika terjadi konflik kepentingan di lingkungan direksi.  

 

1.4 Tujuan%Penelitian 

Berdasarkan%permasalahan%yang%telah%diuraikan sebelumnya, penelitian%ini 

memiliki 3 tujuanZ utama, yaitu :  

1. Menganalisis konsep serta prinsip%dasar%Good%CorporatekGovernance 

sekaligus menelaah relevansi penerapannya secara normatif dalam upaya 

mencegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Perseroan 

Terbatas.  

2. Menganalisis dan mengidentifikasi berbagai bentuk dugaan benturan4 

kepentingan8 yang5 dapat dilakukan oleh seorang7 Direksi5 dalam6 

Perseroan Terbatas, sebagaimanaQ tergambarkan dalamE Putusan 

Pengadilan %Nomor 373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.  

3. Menganalisis ketentuan hukum yang terdapat %dalam Undang-

Undang%Nomor0400Tahun020070tentang%Perseroan%Terbatas yangp 

dapat8 dijadikan8 dasar hukum dalam2 mengatur dan menanggulangi 

tindakan benturan kepentingan oleh Direksi dalam sebuah Perseroan 

Terbatas.  
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1.5 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai salah satu sumbangan ilmu 

pengetahuan hukum terutama di bidang hukum keperdataan, khususnya 

mengenai%implementasi%prinsip%Good%Corporate%Governance 

sebagai tindakan preventif terjadinya konflik benturan kepentingan dalam 

PT. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil%dari%penelitian%ini%diharapkanPdapatlmemberikan 

manfaatFsebagaiFberikut :  

1. Bagi masyarakat, penelitian%ini%dapat dijadikan sebagai& referensi 

atau sumber9informasi yang berguna terkait penerapan*prinsip*Good 

Corporate*Governance&&dalam mencegah terjadinya konflik 

kepentingan di lingkungan Perseroan Terbatas (PT). Pengetahuan ini 

penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnyaKKtataPkelola 

perusahaanPyangBbaikBdalam dunia%usaha.  

2. Bagi penulis, penelitianOini merupakan bagian dari pemenuhan syarat 

akademik untuk5memperoleh%gelar%Sarjana%Hukum%pada Bagian 

HukumB Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas@ Lampung. 

Selain%itu, proses penyusunan penelitian ini0juga%memperluas 

wawasan%dan%pemahaman%penulis dalam bidang@hukumkperdata, 

khususnya@yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan bisnis. 
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II. TINJAUAN%PUSTAKAkk 

 

 

2.1 Tinjauan( Umum Tentang GooddCorporateeGovernance 

2.1.1 Pengertian%Good%Corporate&Governance 

Istilah$ Good Corporate%Governance mulai dikenal secara luas di%negara-

negara@maju%sejak tahun1980. Munculnya konsep ini berawal dari gelombang 

kebangkrutan yang$menimpa sejumlah perusahaanG besar di Amerika#Serikat. 

Salah satu faktor utama di balik kegagalan tersebut adalah praktik politik internal 

perusahaan yang tidak sehat serta budaya korupsi yang semakin merajalela. Situasi 

ini memicu kekhawatiran yang serius di kalangan pemegang saham dan pelaku 

bisnis. Seiring dengan terjadinya berbagai skandal, krisis ekonomi, dan lemahnya 

sistem pengawasan di sejumlah negara, para pemilik modal mulaimmenyadari 

pentingnyaapenerapanntataakelolaaperusahaannyang.baik. Kesadaran ini 

mendorong lahirnya pprinsip-prinsipp corporate governance sebagai upaya uuntuk 

menciptakannsistem manajemen perusahaan yang lebih transparan,,akuntabel, 

dan.berorientasiipada kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan.9 

Laporan Cadbury yang diterbitkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dianggap 

sebagai tonggak penting dalam perkembangan sistem tata kelola perusahaan di 

tingkat global. Laporan ini membawa pengaruh besar terhadap pembentukan 

standar dan praktik corporate governance yang lebih transparan dan akuntabel. 

Dalam laporannya, Komite%Cadbury mendefinisikan tata%kelola%perusahaan 

sebagai seperangkat prinsipSe dasar yangZ mengatur cara perusahaan dikendalikan 

dan diarahkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara 

 
9 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance (Perkembangan 

Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum), Total Media, Yogyakarta, 

2007. hlm. 60. 
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kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pengelola perusahaan dan tanggung jawab 

mereka dalam%memberikan%pertanggungjawaban0kepada para investor 

(shareholders) serta.pihak-pihak@lain.yang@memiliki%kepentingan@terhadap 

perusahaanTY(stakeholders). Dengan demikian, corporate governance menjadi 

landasan pentingg dalamm memastikann bahwaa perusahaan dikelolaa secaraaadil, 

transparan,;dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.10 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menguraikan bahwa setidaknya 

terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi kebutuhan perusahaan akan ppenerapan 

prinsiplGoodjCorporateiGovernance yaitu :11 

a. Latarmbelakangmpraktis 

Peristiwa yang dialami Amerika.Serikat menunjukkan pentingnya 

restrukturisasi sistem corporate governance setelah terjadinya skandal 

keuangan besar yang melibatkan jajaran eksekutif perusahaan, terutama 

pasca kejatuhan pasar saham pada tahun 1929. Peristiwa tersebut membuka 

mata banyak pihak bahwa lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola 

perusahaan dapat berdampak sangat serius terhadap stabilitas ekonomi. 

Situasi serupa juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana lemahnya 

penerapan prinsip corporate governance turut dianggap sebagai salah satu 

faktor yang memicu krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997. Krisis 

tersebut memberikan dampak berkepanjangan terhadap sistem keuangan 

nasional dan hingga kini, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai aspek 

kehidupan ekonomi di Indonesia.  

b. Latarkbelakangkakademis 

Kebutuhan akan penerapan GCG erat kaitannya dengan teori principal-

agency, yang@menjelaskan@hubungan@antara@pemilik@perusahaan 

(principal) dan pihak yang3 menjalankan operasionalnya (agen). Konflik 

sering kali muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua 

 
10 Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip- 

Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Kota Gresik”, AGORA, Vol. 5, No. 3, Mei 

2017. Hlm. 23. 
11 Obbie Afri Gultom, Peran dan Fungsi BPKP Dalam Penerapan GCG pada BUMN. 

(https://www.gultomlawconsultants.com/peran-dan-fungsi-bpkp-dalam-penerapan-gcg-pada-

bumn/, diakses pada 16 Mei 2025, jam 18.00). 

https://www.gultomlawconsultants.com/peran-dan-fungsi-bpkp-dalam-penerapan-gcg-pada-bumn/
https://www.gultomlawconsultants.com/peran-dan-fungsi-bpkp-dalam-penerapan-gcg-pada-bumn/
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pihak ini, dan jika tidak.dikelola.dengan.baik, 

dapatt.menimbulkan.kerugianvbagi perusahaan maupun para pemangku 

kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, korporasi sebagai entitas 

hukummyang.berdiri.sendiri.dan.terpisah dari individu yang terlibat di 

dalamnya, harus memiliki perlindungan yang memadai. Perlindungan 

tersebut diberikan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG, yang 

bertujuannuntuk menciptakanmsistem pengelolaan perusahaan yang 

transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga 

kepentingan@semua@pihak@yang#terlibat,3termasukPpemegang9saham 

serta direksi, karyawanZdanB stakeholders lainnya dapat terjaga dengan 

baik. 

Di@Indonesia, krisis@moneter@yang@terjadi@pada@tahun@1997 silam 

merupakan awal mula dikenalnya istilah Good Corporate Governance. Salah satu 

pemicu terjadinya krisis moneter di Indonesia saat itu kurang lebih serupa denganJ 

yang sebelumnya telah terjadi di@Amerika@Serikat, yakni kurang optimalnya 

perwujudan tata#kelola#perusahaan#yyang%baik.12 Praktik4Korupsi, Kolusi, danF 

Nepotisme (KKN) yangT merajalela menyebabkan sejumlah perusahaan collapse 

akibat kerugian yang ditimbulkan. Para pelaku usaha pun mulai melakukan evaluasi 

terhadap perusahaan mereka dan pada tahun 2002 pemerintah menetapkan*Surat 

Keputusan@Menteri@BUMN@117/M- MBU/2002@TentangTPenerapan Praktik 

GCGWpadaWBUMN sebagai peraturan regulasi pertama yang 

mengatur@mengenai GCG di@Indonesia. 

Indonesia nulai mengenal dan menerapkan# konsep 

GoodQCorporateQGovernance sejak tahun 1998. Gagasan ini pertama kali 

dipublikasikan oleh@Pemerintah@Indonesia@bersama@dengan@International 

MonetaryQFund (IMF) sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca 

krisis moneter yang melanda negara tersebut. Penerapan prinsip-prinsip GCG 

diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih 

transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan 

 
12 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Kajian Nilai Good Corporate 

Governance (GCG) Industri Perbankan Nasional Tahun 2007-2016”. (https://lppi.or.id/, diakses 

pada 16 Mei 2025, jam 18.15 WIB). 

https://lppi.or.id/
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perlindungan yang lebih kuat bagi para pemegang saham, sehingga mereka 

memiliki jaminan atas keamanan investasi dan peluang untuk mendapatkan kembali 

nilai investasinya secara adil. 13 

Pada dasarnya GCG tidak mempunyai definisi tunggal. Istilah Good Corporate 

Governance memiliki pengertian- pengertian yang bervariasi yang dikemukakan 

mulai dari menurut pendapat para ahli hingga lembaga-lembaga terkait. Definisi- 

definisi tersebut diantaranya yaitu:  

1. GCG@menurut@Forum@for@Corporate@Governance@in@Indonesia 

(FCGI) ialah seperangkatZ peraturan yang mengendalikan perusahaan guna 

meningkatkan value added para pihak pemangku kepentingan sehingga 

perusahaan dapat memiliki sensitivitas yang tinggi dalam setiap kegiatan 

bisnisnya sekaligus membantu menciptakan persaingan usaha yang sehat 

serta menghindari praktik monopoli perdagangan.14 

2. Menurut@Organization@for@Economic@Cooperation.and.Development 

(OECD) GoodVCorporateVGovernance merupakan suatu sistem@yang 

berfungsi sebagai pengendali dan mengawasi jalannya kegiatan@bisnis 

perusahaan. 15 Sistem ini juga mengatur secara rinci pembagian peran, 

tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para@pemangku@kepentingan 

yang@terlibat dalam@perusahaan. Pihak-pihak# tersebut meliputi 

pemegang saham, jajaran dewan pengurus, kelompok manajemen, hingga 

individu@atau@kelompok@yang secara tidak langsung memegang hajat 

atas operasional perusahaan. Dengan adanya GCG, diharapkan tercipta 

tataR kelola@perusahaan@yang transparan, akuntabel, dan 

berkesinambungan. 

3. Good&Corporate#Governance sebagai suatu sistem yang menjadi 

penghubung antara peran masing-masing pemangku kepentingan 

 
13 Ridwan Khairandy dan Camelia Manik,Op Cit,.hlm. 61. 
14 Trisa Indrawati, Peran Moderasi Good Corporate Governance: Pengaruh Terhadap 

Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia, PT. Literasi Nusantara Abadi 

Grup, Malang, 2023, hlm. 15. 
15 Rintami Njatrijani, dkk, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance dalam Perusahaan”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. 3, Oktober 2019. Hlm. 246. 
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perusahaan sekaligus suatu proses yang terjamin transparansinya sehingga 

visi misi perusahaan dapat tercapai.16 

Corporate Governance dapat digambarkan sebagai suatu proses yang berjalan 

secara sistematis dan terstruktur, dengan pengawasan yang dilakukan secara 

berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, Good Corporate 

Governance (GCG) mencakup beberapa elemen penting, seperti kebijakan, 

prosedur, dan@struktur organisasi yang@digunakan@oleh@manajemen 

perusahaan untuk@mengarahkan serta mengendalikan kegiatan operasional. 

Tujuannya adalah agar perusahaan dapat berjalan secara efektif, mencapai target 

yang telah ditetapkan, dan melindungi berbagai kepentingan para pemangku 

kepentingan. GCG juga berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga 

keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki perusahaan dengan tanggung 

jawabnya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholders, baik 

internal@maupun@eksternal.  

SecaraWumum, GoodWCorporateWGovernanceRadalah sebuah konsep 

yangFmenekankan pada cara perusahaan3 dijalankan, termasuk bagaimana 

hubungan antar organ perusahaan diatur serta sejauh mana perusahaan bertanggung 

jawab kepada pemegang#saham4dan para pemangku@kepentingan@lainnya.17 

Penerapan@prinsip- prinsip@GCG diwujudkan melalui suatu mekanisme yang 

dirancang guna@memastikan@seluruh@kegiatan@perusahaan@berjalan@sesuai 

dengan@tujuan@dan@arah@yang@telah@ditetapkan. Mekanisme ini mencakup 

pola hubungan dan sistem kerja antara tiga organ utama dalam perusahaan, yaitu 

Direksi, Dewan@Komisaris,&dan RUPS, yangUbersama-sama memilikiB peranB 

pentingFdalam menjaga keseimbangan kekuasaan, pengawasan, serta akuntabilitas 

dalam pengelolaan perusahaan.18 

 

 
16 Sukrisno Agoes, Etika Bisnis dan Profesi, Salemba, Jakarta, 2011, hlm. 24. 
17 Ridwan Khairandy dan Camelia Manik, Op.Cit, hlm. 73. 
18 Riska Franita, Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan, Lembaga 

Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Medan, 2019. Hlm. 10. 
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2.1.2 Tujuan Dan@Prinsip- PrinsipH Dasar Good@Corporate@Governance 

Prinsip goodzcorporatezgovernance diciptakan untukP mengendalikan sistem danZ 

menjadi check and balance agar perusahaan terhindar dari adanya potensi 

penyalahgunaan sumber dayanya dan  mendorong pertumbuhan perusahaan.19 

Good Corporate Governance pun turut serta memiliki andil dalam kenaikan nilaiD 

saham@jangka@panjang@sekaligus@menciptakan#value@added@bagi@semua 

pihak@yang@berkepentingan@(stakeholders). 

Bagi PT penerapan Good Corporate Governance dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan berikut yakni :20 

a. Meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu, baik dari segi finansial 

maupun non-finansial melalui pengelolaan yang baik dan efisien. 

b. Memastikan@bahwa@hak-hak pemegang@saham@dilindungi@dan 

diperlakukan secara@adil dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan perusahaan. 

c. Meningkatkan kinerja operasional, keuangan, serta meningkatkan daya 

saing perusahaan di pasar. 

d. Mendorong perusahaan agar lebih terbuka dan akuntabel dalam 

menyampaikan informasi kepada pemangku@kepentingan,@termasuk 

pemegang@saham,@karyawan@dan@masyarakat@luas. 

e. Mendorong perusahaan untuk@mematuhi@peraturan@perundang-

undangan@yang@berlaku,@termasuk UU@PT dan@peraturan terkait 

lainnya.  

f. Membantu menciptakan lingkungan@kerja@yang@sehat, adil, dan& 

kompetitif, sehingga@mendorong peningkatan@produktivitas@dan 

kreativitasTkaryawan.  

 
19 Dani Toni, “Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Pengungkapan 

Laporan Keuangan”, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Desember 2007, hlm. 20. 
20 Renata Christha Auli, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan. 

(https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-

perusahaan-cl6890/, diakses pada 16 Mei 2025, jam 18.45 WIB). 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/
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g. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan, 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi, kemitraan, dan dukungan 

dari masyarakat luas.  

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip utama yang merupakan hasil 

perumusan Komite@Nasional@Kebijakan@Governance@(KNKG), sebuah 

lembaga yangR dibentuk berdasarkan persetujuan Menteri@Koordinator@Bidang 

Perekonomian@Indonesia melalui Keputusan MenKoEkuin@Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip tersebut 

disempurnakan pada tahun 2006 dan dikenal dengan istilahWTARIF,$yang 

merupakan#akronim@dari@Transparency (transparansi),@Accountability 

(akuntabilitas),GResponsibility@(tanggung jawab), Independencyy(kemandirian), 

dan$Fairness (keadilan). Kelima prinsip%ini menjadi fondasi penting dalam 

pengelolaan perusahaan yang sehat, transparan, dan berintegritas serta berorientasi 

pada perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.21 Prinsip-prinsip 

ini meliputi : 

1. Transparency  

Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menyampaikan 

informasi,@baik%dalam%proses%pengambilan%keputusan@maupun 

pada waktu penyampaian data atau fakta penting yang relevan dengan 

kondisi perusahaan. Informasi yang dianggap material$dan$relevan#adalah 

informasi$yang#dapat berdampak pada fluktuasi 

harga@saham@perusahaan@atau@yang@secara.signifikan memengaruhi 

risikoGdan prospekRusahaWperusahaan tersebut. Dalam Keputusan 

Menteri Negara BUMN Tahun 2002, transparansi juga dimaknai sebagai 

proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka dan jujur, 

sehingga semua@pihak@yang@berkepentingan@dapat@mengakses 

informasi@yang dibutuhkan secara adil dan tepat waktu. Dengan demikian, 

prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan publik 

terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan. Berdasarkan pada prinsip 

 
21 Eko Sudarmanto, dkk, Good Corporate Governance (GCG), Yayasan Kita Menulis, 

Jakarta, 2021, hlm. 7. 
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ini para pemegang saham berhak turut serta dalam mengambil keputusan 

terhadap perusahaan serta menerima informasi yang valid dan tepat waktu. 

Untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan tetap objektif 

dalam menjalankan bisnisnya, prinsip transparansi diperlukan, yang 

berartiT bahwaWperusahaanWharus memberikan informasiY yang tepatT 

waktu,Rakurat,Rmudah@diakses,RdanGdipahamiRolehFsemuaGpihak 

yangGberkepentingan. Salah satu keuntungan dari menerapkan prinsip 

transparansi adalah stakeholder@dapat@mengetahui@risiko@yang 

mungkin@terjadi@dalam@transaksi@dengan@perusahaan. Apabila 

kemudian penerapan$prinsip$transparansi dilakukan dengan@baik@dan 

tepat, berbagai pihak dalam manajemen tidak akan terlibat dalam konflik.22 

 

2. Accountability 

Prinsip akuntabilitas mewajibkan manjaemen perusahaan 

untuk@menyajikan@dan@melaporkan semua urusan dan tindakan di 

bidang@administrasi@keuangan kepada semua golongan@yang 

berkepentingan, termasuk pemegang saham, sehingga@pengelolaan 

perusahaan@terlaksana@secara@ekonomis dan berhasil.23 Prinsip@ini 

melindungi dan menjamin bahwaW setiap@pemegang@saham@dapat 

memanfaatkan hak@suaranya@untuk berpatisipasi 

dalam@RUPS@tahunan dan RUPS@lainnya.MHal ini menandakan 

perbedaan antara pengurus dan pemilik dalam rangka pengelolaan 

perusahaan yang lebih jelas. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa hak-

hak pemegang saham harus dihormati, para stakeholders harus diberikan 

kesempatan menerima ganti(rugiHyang layak bagi segala bentuk 

pelanggaran@hak-hak@mereka.24 Selain itu, stakeholdersX yang 

berkepentingan dapat memulai mekanisme pengembangan prestasi dan 

bahwwa semua pihak berhak memiliki akses mendapatkan informasi yang 

relevan terhadap perusahaan. Jika prinsip akuntabilitas ini@diterapkan 

 
22 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam 

Konteks Indonesia, Gloria Printing, Jakarta, 2005, hlm. 9. 
23 Arief Effendi dan Muh Krista, The Power of Good Corporate Governance Teori dan 

Implementasi, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 5. 
24 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit, hlm. 83 
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dengan optimal, maka@akan terlihat kejelasan@fungsi,khak,jkewajiban, 

wewenang danFtanggungFjawab antara direksi, dewanHkomisarisFdan 

RUPS. Kejelasan inilah yang menjaga perusahaan terhindar dalam masalah 

yang berkaitan dengan organ perusahaan. 

 

3. Responsibility 

Prinsip responsibilitas menekankan pentingnya mnenjalankan bisnis secara 

bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip@perusahaan@yang 

sehatG sesuai dengan peraturan@perundang-undangan#yang@berlaku. 

Peraturan tersebutR mencakup berbagai aspek penting, 

seperti@perpajakan, hubungan@industrial,Xperlindungan terhadap 

lindungan, keselamatan danC kesehatanHkerja,Rstandar pengupahan, serta 

persainganV usaha yangF adil.25 Dalam konteks ini, tugas direksi tidak 

terbatas pada kegiatan operasional harian perusahaan atau sekadar 

menyusun laporan keuangan dan mematuhi hukum. Direksi juga diharapkan 

mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan mempertimbangkan 

kepentingan semua pihak yang memiliki andil atau kepentingan dalam 

perusahaan. Prinsip ini mengandung kesadaran bahwa tanggung jawab 

merupaan bagian tak terpisahkan dari kewenangan yang dimiliki. Oleh 

karena itu, para pemimpin perusahaan dituntut untuk menjalankan tugasnya 

secara profesional, menjunjung tinggi etika bisnis, menghindari 

penyalahgunaan wewenang, serta berkomitmen pada tanggung jawab 

sosial.26 Lebih dari itu, prinsip responsibilitas juga mencerminkan kualitas 

tataPkelolaXperusahaan@yangEbaik,Fdi mana perusahaanV mengakui 

keberadaan stakeholder danX membangun kerja sama aktif dengan mereka 

untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Perusahaan juga diharapkan 

menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan melalui kondisi 

keuangan yang sehat, serta mendorong sinergi yang positif antara 

perusahaan dan stakeholder guna meningkatkan kinerja secara menyeluruh 

sekaligus bertinak secara sosial dan bertanggung jawab. 

 
25 Mas Achmad Daniri, Op.Cit, hlm. 10 
26 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op.Cit, hlm. 85 
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4. Independency 

Prinsip kemandirian menggambarkan kondisi di mana suatuGperusahaan 

dikelola@secara@profesional@tanpa@adanya@campurjtangan, tekanan, 

atau kepentingan dari@pihak@manapun yang bertentangan@dengan 

peraturanZ hukum yang%berlaku maupun prinsip@tata@kelola 

perusahaan@yang@baik.27 Nilai kemandirian iniChmenjadi sangat 

pentingXXterutama dalamCprosesRpengambilanXkeputusan, karena jika 

prinsip%ini tidak dijalankan dengan baik, maka objektivitas dalam setiap 

keputusan yang diambil bisa terganggu. Oleh karena itu, prinsip ini 

menegaskan bahwa perusahaan harus dijalankan tanpa@adanyaXintervensi 

atauXpengaruhXdariXpihakXluar yang berpotensi menimbulkan benturan 

kepentingan, agar seluruh keputusan yang dibuat benar-benar didasarkan 

pada pertimbangan profesional dan obyektif. 

 

5. Fairness 

Prinsip fairness atau keadilan dan kesetaraan merupakan pedoman yang 

digunakan untuk menjamin hak-hak para pemangku kepentingan, baik yang 

bersumber dari ketentuan hukum maupun perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam pelaksanaannya, prinsip ini mencakup kewajiban untuk mematuhi 

hukum yang berlaku, menerapkan aturan secara adil, serta memberikan 

kejelasan mengenai hak-hak pemodal, khususnya dalam upaya melindungi 

investor seperti pemegang saham minoritas dari potensi praktik-praktik 

curang.28 Bentuk-bentuk kecurangan yang dimaksud dapat berupa 

perdagangan yang menggunakan informasi orang dalam, penipuan, 

pengenceran saham yangXmerugikan nilaiXperusahaan, sertaXpraktik 

korupsi,Ckolusi,cdanCnepotisme. Selain itu, keputusan manajemen yang 

tidak bijak dan berpotensi merugikan juga termasuk dalam pelanggaran 

prinsip ini. Oleh karena itu, aset perusahaan perluXdikelolaXsecaraXhati-

hatiSdanCbertanggungVjawab agar kepentingan para pemegang saham 

tetap terlindungi secara proporsional. Penerapan prinsip fairness diharapkan 

 
27 Arief Effendi dan Muh Krista, Loc.Cit 
28 Arief Effendi dan Muh Krista, Loc.Cit 
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mampu menjadi benteng bagi perusahaan agar terhindar dari tindakan yang 

dapat menimbulkan kerugian.  

 

2.1.3 Pengaturan@Good@Corporate@Governance 

Penerapan@prinsip good*corporate*governance sangat relevan dan tidakG dapat 

dipisahkan dari perusahaanFyangDmemiliki status badan$hukum. Badan hukum 

sendiri merupakan suatu entitas yang terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan 

tertentu, serta memiliki kekayaan, hak,xdanxkewajibaxyangxdiakui 

secaraGhukum.XPerseroanXTerbatas termasuk ke dalam kategori badan hukum, 

sehingga sangat disarankan untukGmenerapkanGprinsip-prinsipXGCG dalam 

pengelolaannya. HalCini sejalan denganZ ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan3OJK NomorV21/POJK.04/2015Fmengenai@Penerapan@Tata@Kelola 

Perusahaan@yang@Baik@bagi Emiten atau Perusahaan Publik.  

Beberapa@peraturan lainnya yangX ditetapkan terkaitDdenganEpenerapan.prinsip 

goodCcorporateCgovernance di Indonesia diantaranya yaitu : 

1. Undang-Undang@Nomor@19@Tahun@2003@tentang@BadanGUsaha 

MilikXNegaraXyang mewajibkan setiapFBUMN menerapkan prinsip ini 

demi meningkatnya kualitas pengelolaan perusahaan milik negara 

2. Undang- UndangWNomor@40@Tahun@2007@tentang PT yangV 

mengaturD terkait tanggungDjawab direksi danG komisaris sekaligus 

ketentuan yangK meliputi prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas 

perusahaan. 

3. Peraturan@Bank@IndonesiaG(PBI)CNo.V8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan#Good#Corporate#Governance$bagi@Bank@Umum@yang 

secara khusus mengatur penerapan GCG pada sektor perbankan. 

4. Peraturan@Otoritas@Jasa@Keuangan/ POJK%No. 21/POJK.04/2015 

tentang@Penerapan@Pedoman@Tata@Kelola@Perusahaan@Terbuka 

yang mengatur mengenai@prinsip-prinsip@tata@kelola perusahaan 

publik. 
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2.2 Tinjauan@Umum@Tentang@Perusahaan 

2.2.1 Konsep Dasar PerusahaanKKK 

Hukum perusahaan merupakan bagian dari cabang ilmu hukum keperdataan yang 

secaraGkhusus mengatur mengenaiZ segala hal-halXyang berhubungan denganG 

pembentukan, struktur, danDkegiatan suatu badan usaha. Hukum$perusahaan 

adalah bagian@dari hukum yangX lebih khusus danD spesifik dari hukum dagang 

(lex specialis).29 Hukum perusahaan mengatur hal-hal yang hanya berlaku bagi 

kepentingan internal dan eksternal perusahaan, seperti pendirian perusahaan, 

struktur organisasi, hak dan tanggung jawab pemegang saham dan 

manajemenGperusahaan. 

IstilahG“perusahaan”WmulaiWdikenal ketika rancangan@Wetboek&van 

Koophandel#atau Kitab@Undang-Undang@Hukum@Dagang (KUHD) disusun 

dan mulai diberlakukan di Belanda pada tahun 1838.30 Melalui asas konkordansi, 

aturan hukum ini kemudian juga diterapkan di wilayah Hindia Belanda, yang kini 

dikenal sebagaiDIndonesia, sejak%tahun@1848 dan masih berlaku 

hinggaRsaatGini. Dalam penjelasan resmi yang disampaikan oleh pemerintah 

Belanda kepada parlemen saat membahas rancangan KUHD tersebut, perusahaan 

diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang%dilakukan@secara@terus@menerus, 

terbuka untuk umum, dalamFsuatu kedudukanDtertentu, dan bertujuanFuntuk 

memperoleh keuntungan. 

Mengadopsi pengertian perusahaan menurut istilah Belanda, maka setidaknya 

dalam bahasa Indonesia perusahaan mempunyai 3 pengertian yaitu :31 

1. Onderneming 

Merupakan suatu ilusi kesatuanFkerja,FnamunWterjadiRdalam%suatu 

Fperusahaan. 

 

 

 
29 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, UKI Press, Jakarta, 2020, 

hlm. 1. 
30 Alexander Thian, Hukum Perusahaan, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2024, hlm. 2. 
31 R. Rochmat Soemitro, Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, PT. Eresco, 

Bandung, 1996, hlm. 37-38. 
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2. Bedriff 

Merupakan terjemahan dari “perusahaan” yang berarti adanya penonjolan 

aspek ekonomis@yang@bertujuan@mendapatkan@laba melalui 

suatuRusaha yang diselenggarakan olehRperusahaan. Bedriff diilustrasikan 

sebagai kesatuan teknik, contohnya seperti kerajinan industriGrumah 

tangga,RketerampilanFkhusus, dan sebagainya. 

3. VennootschapFFF 

Merupakan pengertian# yuridis yaitu sebuah 

bentuk@usaha@yang@timbul akibat suatu@perjanjian melalui 

kerja@sama@dari@beberapa@persero. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai istilah perusahaan, 

diantaranya : 

1. Seseorang baru dianggap menjalankan suatu perusahaan apabila ia secara 

konsisten dan terbuka melakukan suatu jenis kegiatan atau usaha tertentu 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut dijalankan 

dengan cara yang menunjukkan bahwa ia lebih banyak mengandalkan 

penggunaan modal atau dana yang dimilikinya dibandingkan tenaga atau 

keterampilan pribadinya.32 Artinya, peran utama dalam usaha tersebut lebih 

bertumpu pada investasi modal daripada kerja fisik atau kemampuan 

individu semata. 

2. Dari sudut pandang hukum, istilah perusahaan merujuk pada badan hukum 

maupun aktivitas yang@dilakukan@oleh suatu badan@usaha@dalam 

menjalankan kegiatan@usahanya.33 Secara lebih luas, perusahaan juga 

dapat dipahami sebagai suatu wadah atau tempat di mana proses produksi 

berlangsung dan berbagai@faktor@produksi@seperti@tenaga@kerja, 

modal,Rdan@sumber@daya lainnya berkumpul serta saling berinteraksi 

untuk menghasilkan@barang@atau@jasa. 

 
32 C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Ke-2, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28. 
33 Seo Intern IDN Times, 17 Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli. 

(https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/17-pengertian-perusahaan-

menurut-para-ahli, diakses pada 16 Mei 2025, jam 19.00 WIB). 

https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/17-pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli
https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/17-pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli
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3. Perusahaan%merupakan tempat@berlangsungnya kegiatan produksiHserta 

menjadi wadah berkumpulnya berbagai faktor#produksi,#seperti$tenaga 

kerja,^modal,$danWsumberWdaya lainnya.34 DalamRpraktiknya, ada 

perusahaan yang secara resmiRterdaftar di instansiHpemerintah, namun 

adaGpulaFyang belumGterdaftar.BPerusahaanGyang telah 

terdaftarGsecara resmi akan memiliki badan usaha, yang berfungsi sebagai 

bentuk legalitas dan status hukum dari perusahaan tersebut. Dengan 

demikian badan usaha menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diakui 

secara hukum oleh negara. 

 

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tetang perusahaan dapatGditemukan 

dalamRbeberapaDperaturan perundang-undangan.GSalahFsatunya tercantum 

dalam Undang-UndangBNomor@3@Tahun@1982@tentang@Wajib@Daftar 

yang menyatakan bahwaXperusahaan adalah segalaXbentukXusahaWyang 

menjalankan kegiatan secara tetapXdanXberkelanjutan,Xdidirikan serta berlokasi 

di%wilayah@Negara#Republik@Indonesia,GdenganDtujuan untukGmemperoleh 

keuntungan atauXlaba. Sementara itu, Undang-UndangXNomorC13XTahunC2003 

tentangXKetenagakerjaan memberikan pengertianXperusahaan sebagaiFsetiap 

bentukFusaha baik yangXberbadanXhukumXmaupunXtidak yang dimiliki oleh 

perorangan, persekutuan ataupun badan hukum, dan dikelola oleh pihakWswasta 

maupunWnegara,GyangXmempekerjakan tenaga kerja 

denganGmemberikanFupahXatau bentukXimbalan lainnya. 

Merujuk pada berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu kegiatan 

dapat dikategorikan sebagai perusahaan apabila memnuhi beberapa unsur penting 

berikut:35 

a. Pertama, kegiatan tersebut harus memiliki bentukXusaha,Fbaik yag 

dijalankanXsecara individu maupun melalui badanCusaha. 

b. Kedua, aktivitas tersebut dilakukan secara tetap dan berkelanjutan, bukan 

bersifat sementara. 

 
34 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perusahaan Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, 

hlm. 4. 
35 Ibid, hlm. 5. 
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c. Ketiga, tujuan utama dariDusahaDtersebutDadalahVuntuk#memperoleh 

keuntunganDatau@laba.  

Ketiga unsur ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas 

ekonomi dapat disebut sebagai perusahaan atau tidak. 

Sumber hukum yang mengatur perusahaan berasal dari Kitab@Undang-Undang 

Hukum@Perdata@(KUHPerdata)#dan@Kitab@Undang-UndanglHukum/Dagang 

(KUHD) sertabdiperkuat oleh berbagai peraturanXperundang-undanganXlain 

yangXrelevan. Selain aturan formal yang ditetapkan secara administratif, hukum 

perusahaan juga dapat bersumber dari yurisprudensi, praktik kebiasaan yang 

berkembang dalam masyarakat dan perjanjian atau kontrak 

bisnisXyangXdisepakatiXolehXparaXpihakGyangFterlibat..%Secara@umum 

perusahaan merupakan badan usaha atau organisasi yang dibentuk untuk 

menjalankan aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, serta jual beli barang 

dan jasa, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Dalam kerangka hukum, 

perusahaan memiliki hak@dan@kewajiban@tersendiri yang diakui negara, 

menjadikannyaXsebagai “entitasXhukum” yangWterpisah dari pemiliknya. Status 

ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki aset, membuat perjanjian hukum, 

serta memikul tanggung jawab atas kewajiban tertentu, termasuk membayar pajak 

dan mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hukum, 

perusahaan sebagai entitas dapat digugat atau dikenai sanksi sesuaiWdengan 

ketentuanWperaturanWperundang-undanganWyangWberlaku. 

RuangWlingkup utamaWdalamWhukumWperusahaan mencakup dua#hal penting, 

yaitu%bentuk%usaha%dan%jenis%usaha. Bentuk usaha merujuk pada struktur 

organisasi yang menjadi wadah sekaligus penggerak dalam menjalankan berbagai 

kegiatan usaha. Dalam terminologi bahasa Inggris, bentuk usaha dikenal dengan 

istilah corporation atau enterprise. Sementara itu, jenis usaha mencakup segala 

aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan, yang dapat meliputi berbagai 

bidang seperti jasa, perdagangan, industri, dan sektor lainnya.36 Kedua aspek ini 

saling berhubungan erat dan berperan penting dalam mendukung operasional 

 
36 Dhoni Martien, Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 5. 
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perusahaan. Tanpa adanya bentuk dan jenis usaha yang jelas, suatu perusahaan tidak 

akan memiliki arah yang pasti dalam menjalankan aktivitas ekonominya. 

 

2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Perusahaan 

1. Pengusaha 

Pengusaha adalah individu yang memiliki dan mengoperasikan suatu 

perusahaan atau dapat pula seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak 

lain untuk menjalankan usahanya.37 Dalam konteks ini, menjalankan 

perusahaan berarti mengelola dan mengatur seluruh kegiatan usaha, yang 

bisa dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri maupun dengan 

bantuan para pekerja. Secara umum, pengusaha dapat dibedakan ke dalam 

tiga kategori. Pertama, pengusaha yang@menjalankan@usahanya@sendiri 

tanpa@bantuan@orang@lain. Kedua, pengusaha yang mengelola 

perusahaannya dengan dukungan tenaga kerja. Ketiga, pengusaha yang 

mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain. Ketika 

seorang pengusaha memilih untuk mengelola usahanya bersama pekerja, 

maka ia memegang dua peran sekaligus, yakni sebagai pemilik usaha dan 

sebagai pemimpin dalam struktur organisasi perusahaan. 

 

2. Pemimpin@Perusahaan 

Pemimpin%perusahaan@adalah individu yang@diberi wewenang 

olehFpengusahaWuntuk mengelola dan menjalankan@perusahaan@atas 

nama@pemilik usaha. Peran ini umumnya dijumpai dalam bentuk 

perusahaan persekutuan, di mana pengusaha secara resmi memberikan 

kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk mewakilinya dalam mengatur 

kegiatan usaha.38 Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur 

operasional, pemimpin perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap 

jalannya perusahaan, baik dalam hal kemajuan maupun kemundurannya. 

 
37 Dwi Tatak Subagiyo, dkk, Hukum Perusahaan, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017, 

hlm. 9. 
38 Rosita, Pihak-Pihak dalam Perusahaan dan Sumber Hukum Perusahaan. 

(https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/pihak-phak-dalam-perusahaan-dan-sumber-hukum-

perusahaan/, diakses pada 16 Mei 2025, jam 19.30 WIB). 

https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/pihak-phak-dalam-perusahaan-dan-sumber-hukum-perusahaan/
https://rosita.staff.uns.ac.id/2010/07/23/pihak-phak-dalam-perusahaan-dan-sumber-hukum-perusahaan/
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Dalam skala perusahaan yang besar, posisi pemimpin biasanya dijalankan 

oleh struktur organisasi yang@disebut@Direksi,@yang dipimpin@oleh 

seorang@Direktur@Utama sebagai koordinator tertinggi. 

 

3. PembantuFPengusaha 

Pembantu*pengusaha%adalah individu yang%membantu berbagai 

kegiatan operasional perusahaan atas arahan pengusaha dan menerima upah, 

namun tidak termasuk dalam posisi sebagai pemimpin perusahaan.39 Istilah 

“pembantu” digunakan khususnya ketika pengusaha masih terlibat langsung 

dalam pengelolaan perusahaannya. 40 Pembantu pengusaha dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu yang bekerja di dalam lingkungan perusahaan dan 

yang berada diTluar lingkungan perusahaan.FPembantu di dalam 

perusahaanRumumnya memiliki hubunganDkerja@yangFbersifatWtetap, 

seperti pegawai toko, sales tetap, atau staf administrasi. Sementara itu, 

pembantu di luar perusahaan berperan mewakili perusahaan dalam urusan 

bisnis tertentu, dan bisa saja memiliki hubungan kerja yang tetap atau tidak 

tetap dengan pengusaha. Contoh pembantu luar yang memiliki hubungan 

tetap adalah agen perusahaan, sedangkan yang hubungan kerjanya tidak 

tetap mencakup profesi seperti makelar, notaris, atau konsultan 

independen..41 

 

2.2.3 Jenis- Jenis Perusahaan 

Secara umum jenis-jenis perusahaan dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 

perusahaan berdasarkan penggolongannya dan perusahaan berdasarkan status 

kepemilikannya. 42  

1. Secara umum, perusahaan dapatWdiklasifikasikan@ke1dalam#2Wjenis 

utama$yaitu : 

 

 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ke-4, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2010, hlm. 27. 
40 Ibid, hlm. 28. 
41 Ibid, hlm. 29. 
42 Dwi Tatak Subagiyo, dkk,, Op.Cit, hlm. 15. 
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a. PerusahaanWPerseorangan 

Jenis perusahaanWiniWdimilikiWdanWdijalankanWoleh@satuWorang 

pengusaha, sehingga seluruh tanggung jawab atas operasional maupun 

risiko usaha ditanggung secara pribadi oleh pemilik tersebut. 

Perusahaan perseorangan termasuk dalam kategori perusahaan swasta, 

yang dapat7bergerak8di8berbagai8bidang8seperti8perdagangan,8jasa, 

maupun industri. Karena dikelola secara individu, seluruh keuntungan 

maupun kerugian menjadi tanggung jawab langsung dari pemilik usaha. 

b. Perusahaan Persekutuan 

Perusahaan Persekutuan merupakan bentukWkerjaWsamaWantaraFdua 

orangDatauGlebih yang sepakat menjalankan usaha bersamaGdengan 

tujuan memperoleh keuntungan. Dalam model ini, setiap pihak yang 

terlibat menyatukan kemampuan, modal, serta sumber daya lainnya 

untuk menunjang kegiatan usaha. Perusahaan persekutuan bukan 

merupakan badan usaha berbadan hukum, dan umumnya terbagi 

menjadi dua bentuk utama, yaitu Commanditaire Vennootschap (CV) 

dan Firma. 

 

2. Perusahaan berdasarkan status kepemilikannya meliputi : 

a. Perusahaan Swasta 

1. Perusahaan&Perseorangan 

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha dimana tidak 

terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan 

kekayaan perusahaan. Karena tidak ada batas yang memisahkan 

kepemilikan pribadi dan aset usaha, maka seluruh harta pribadi 

pemilik secara otomatis juga dianggap sebagai bagian dari kekayaan 

perusahaan.43 Konsekuensinya, apabila perusahaanTmemiliki 

utang,GmakaWpemilikWbertanggungWjawabWpenuh hingga pada 

aset pribadinya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan 

dagang yang dijalankan oleh satu orang termasuk dalam kategori ini. 

Jika terdapat individu lain yang terlibat dalam kegiatan usaha 

 
43 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 7. 
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tersebut, mereka umumnya berperan sebagai pembantu atau tenaga 

kerja, seperti pelayan toko atau manajer. Hubungan antara pemilik 

usaha dan para pembantunya bersifat internal, yaitu berdasarkan 

hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan. 

pembantu (pelayan toko, manajer dan sebagainya) 

dalamGperusahaanWyangWhubunganGhukumnyaWbersifat 

internal, yaituWhubungan@kerja#(hubungan hukum 

ketenagakerjaan). 

2. Perusahaan.Persekutuan 

Perusahaan persekutuan merupakan bentuk kerja sama antaraWdua 

orang@atau@lebih yang menjalankanWsuatuWusaha@dengan 

tujuanWmemperoleh keuntungan.!Dalam bentuk usahaDini, setiap 

pihak yang terlibat menyatukan kemampuan, modal, serta berbagai 

sumber daya yang dimiliki untuk mendukung jalannya usaha. Jenis-

jenis persekutuan ini terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain : 

a. PersekutuanWPerdata 

BerdasarkanWPasalW1618WKUHPerdata, persekutuan perdata 

diartikanWsebagai suatu bentuk perjanjianVantaraVduaVorang 

atauVlebihVyang sepakat untukCmenyatukan sesuatuDke 

dalamBpersekutuan,Vdengan tujuan memperolehXkeuntungan 

atau manfaatRyang nantinya akan dibagi bersama. Pembentukan 

persekutuan perdata tidak memerlukan bentuk hukum yang 

kaku, cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak, baik 

secara tertulis maupun lisan. Beberapa unsur penting dalam 

persekutuan ini mencakup adanyaXperjanjianXyang disepakati 

oleh para pihak, kontribusi atau pemasukan yang diberikan oleh 

masing-masing sekutu, serta tujuan bersama untuk memperoleh 

manfaatXekonomi. Keuntungan yangSdiperolehSdari 

persekutuan tersebutXakan dibagi secara proporsional kepada 

semua sekutu, sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan..44 

 
44 Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung, Pengantar Hukum Perusahaan, CV 

Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 9 
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b. Persekutuan Firma 

Firma adalah bentuk persekutuan perdata di mana para 

pendirinya menjalankanXusahaXbersamaXdiXbawahXsatu 

namaXyang digunakan secara kolektif. Dalam firma, setiap 

anggota atau sekutu bertanggungXjawabxsecaraXpribadi dan 

penuh atasVseluruh kewajibanXperusahaan. Sesuai dengan 

ketentuan PasalW22WKitabWUndang-UndangWHukum 

DagangE(KUHD),GpendirianDfirma wajib dilakukan melalui 

aktaCautentik. Identitas para sekutu yang mengelola firma harus 

dicantumkan dalam akta pendirian, kemudian didaftarkanFke 

PaniteraWPengadilanWNegeriWsetempat danWdiumumkan 

dalamWTambahanWBeritaWNegaraWRepublikWIndonesia. 

Firma biasanya dimiliki oleh beberapa orang yang telah saling 

mengenal dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi satu sama 

lain. Karena sifat kerja samanya yang erat, setiap anggota 

menyadari dan bersedia menanggung seluruh risiko usaha secara 

bersama, tanpa ada pemisahan tanggung jawab.  

c. PersekutuannKomanditer (Commanditaire Venootschap atau 

CV) 

Persekutuan komanditer, yang biasa disebut dengan 

Commanditaire Vennootschap (CV), merupakan bentuk kerja 

sama usaha yang mirip dengan firma, namun memiliki 

perbedaan dalam peran dan tanggung jawab anggotanya. CV 

dibentuk oleh minimal dua orang yang memiliki tujuan usaha 

bersama, namun masing-masing pihak menjalankan peran yang 

berbeda. Dalam struktur ini, ada sekutu aktif yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab 

penuh atas seluruh kewajiban perusahaan. Di sisi lain, sekutu 

komanditer hanya berkontribusi dalam bentuk modal tanpa ikut 

mengatur jalannya usaha, dan tanggung jawabnya pun terbatas 

hanya sebesar modal yang disetorkan. Dengan demikian, aset 
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pribadi sekutu komanditer tetap aman meskipun perusahaan 

menghadapi risiko keuangan.  

d. Persekutuan Modal  

Perusahaan berbentuk  persekutuan modal memiliki beberapa 

jenis, di antaranya adalah PerseroanWTerbatas,Jkoperasi,Ddan 

yayasan. Di antara ketiganya, PTGmerupakanSbentukWbadan 

usahaWyangWpaling umum digunakan untuk menjalankan 

kegiatan bisnis di Indonesia. PT dianggap sebagai bentuk yang 

lebih sempurna dibandingkan CV, karena mengatasi sejumlah 

kelemahan, terutama terkait tanggung jawab pemilik terhadap 

pihak ketiga. Dalam CV, pemilik masih harus menanggung 

kewajiban perusahaan dengan harta pribadinya. Sementara itu, 

PT memberikan perlindungan hukum dengan membatasi 

tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Secara 

hukum, PT tergolong sebagai badan hukumWyangWmemiliki 

kepribadianWhukumWtersendiri, terpisahWdari pemiliknya, 

danZsistem hukumnya terus berkembang seiring dengan 

dinamika dunia usaha.  

e. Koperasi  

merupakan salahWsatuXbentuk badanXusaha yang diakui 

dalamXsistemXhukum perusahaan diWIndonesia. Berbeda 

dengan badanWusaha lainWyang berorientasi pada keuntungan 

sebesar-besarnya bagi pemilik modal, koperasi didirikan atas 

dasar asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Dalam kerangka hukum, koperasi 

memiliki kedudukan sebagai badan hukum setelah 

memenuhiGpersyaratanFyangFditetapkanWdalam@Undang-

UndangQNomor025WTahunW1992 tentang Perkoperasian. 

Dengan karakteristik pengelolaan yang bersifat demokratis, 

koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian 

nasional, sekaligus menjadi alternatif model usaha yang 

menjunjung nilai kebersamaan dan keadilan sosial. 
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f. Yayasan  

Yayasan merupakan suatu badanWhukumWyangWdibentuk 

berdasarkan pemisahan kekayaanWyangWditujukanWuntuk 

mencapaiWtujuanWtertentuWdiWbidangWsosial,Hkeagamaan

, atauJkemanusiaan, tanpa memiliki@anggota seperti halnya 

organisasi lainnya. Yayasan secara resmi memperoleh@status 

sebagai@badan@hukum@setelah@akta@pendiriannya 

disahkan@oleh Kementerian 

Hukum@dan@Hak@AsasiWManusia (Kemenkumham).45 

Dalam menjalankan tujuannya, Yayasan dapat membentuk 

badan usaha sepanjang kegiatan usaha tersebut sejalan dengan 

visi dan misi pendiriannya. Secara administratif, Yayasan 

berkedudukanWdiWdalamXwilayahXhukumXNegara 

RepublikXIndonesia. Sumber kekayaan Yayasan dapat berasal 

dari berbagai bentuk pemberian seperti sumbangan, hibah, 

wasiat, dan wakaf, maupun sumberXlainXyangXsah selama 

tidakWbertentanganWdengan isi AnggaranWDasar yang telah 

ditetapkan. 

 

b. PerusahaanBNegaraVatauCBadanDUsahaJMilikGNegarao(BUMN) 

Dasar hukum yang mengatur keberadaan 

BadanWUsahaWMilikWNegara (BUMN) tercantum dalamWUndang-

UndangVNomorC19MTahunS2003. Dalam pasalH1GangkaH1 

dijelaskanFbahwa BUMN merupakan perusahaan di mana seluruhFatau 

sebagianWbesarWmodalnyaWdimiliki olehWnegara, yang diperoleh 

melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang telah 

dipisahkan. Salah satu bentuk BUMN adalah perusahaan perseroan, 

yaitu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), di mana 

modalnyaWterdiri atas saham-sahamWyang terbagi danWdapat 

dimiliki secara proporsional. Negara Republik Indonesia memiliki 

seluruh atau paling sedikit 51% saham tersebut dengan tujuan untuk 

 
45 Dwi Tatak Subagiyo, dkk,, Op.Cit, hlm. 27. 
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menghasilkan keuntungan.46 Setiap kegiatan@yang@dilakukan oleh 

BUMNQwajib dijalankan sesuaiFdenganWmaksudWdan tujuan 

pendiriannya. Selain itu, aktivitas tersebutWtidak boleh 

bertentanganGdenganWketentuanWhukumWyangWberlaku, harus 

menjaga ketertiban umum, serta tetap menjunjung nilai-nilai kesusilaan.  

 

BerdasarkanWPasalW2WUUWNomorW19WTahun 2003, pendirian 

BUMNX memiliki beberapa tujuanRutama : 

1) BUMNFdiharapkan dapat memberikanFkontribusi nyata terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, sekaligus 

meningkatkan penerimaan negara. 

2) BUMN juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan 

usahanya. 

3) BUMN memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakanWbarangfdan/atau jasaKyang berkualitasWtinggindan 

memadaiDguna memenuhiDkebutuhanWmasyarakat luas. 

4) BUMN berperan sebagai peloporWdalam bidang 

usahaSyangKbelum dapat dijalankan olehWsektorWswasta 

maupungkoperasi. 

5) BUMN turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dengan memberikan pembinaan dan bantuan kepada 

pelaku usaha kecil, koperasi, serta kelompok ekonomi lemah. 

 

2.3 Tinjauan@Umum@Tentang@Perseroan@Terbatas 

2.3.1 Konsep Dasar PerseroanZZZZ 

PerseroanWTerbatasWmerupakanWsalahWsatuWbentukWbadanWusahaFyang 

paling umum digunakan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. PT adalah suatu jenis 

persekutuan usaha yang dibentuk untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan 

menggunakan modalWyangWterbagiWdalamWbentukWsaham. Setiap pemegang 

 
46 Rizal Choirul Romadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak 

Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk”, Media Iuris, Vol. 4, No. 1 , Februari 2021, hlm 74. 
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saham memiliki porsi kepemilikan yangWsebandingWdenganWjumlahWsaham 

yangSdimiliki.FDari segi hukum, PT tergolong sebagai badan hukum, yang berarti 

entitas ini memilikiWkedudukanWhukum tersendiri dan terpisahWdariWpara 

pemiliknya. Istilah "perseroan"jmerujukWpada sistem permodalan yangJberasal 

dariDsaham-saham (sero) yang dihimpun, sedangkanWkataG"terbatas" 

menunjukkan bahwaFtanggungKjawabKpemegang sahamGdibatasiWhanya 

sampai padaWnilaiWnominalWsahamWyangWdimilikinya, sehingga tidak 

mempengaruhi kekayaan pribadi pemilik saham tersebut.47  

Istilah Perseroan pada awal kemunculannya dikenal dengan nama Naamloze 

Vennootschap (NV) dan semula diaturWdalamWKUHDWbukuWpertama, titel 

ketiga,GbagianFketiga dengan judul Tentang6PT. Pada AgustusR2007, disahkan 

Undang-UndangENomorW40WTahunD2007WtentangWPT. Undang-undangEini 

disahkan sebagai pengganti UU PT 1995. Alasan utama penggantian 

UUGPTDTahunD1995SdenganWUUFPTWTahunW2007 dijelaskan dalam bagian 

Penjelasan Umum. Terdapat beberapa poin penting yang melatarbelakangi 

perubahan tersebut diantaranya meliputi : 

a. PerekonomianFnasionalWharusgdijalankanSberdasarkan prinsip 

demokrasiGekonomi, yang mencerminkan semangat kebersamaan, 

efisiensi,Gkeadilan,Gkeberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, 

kemandirian,Hdan integrasi dalam sistem ekonomi nasional.  

b. Prinsip-prinsip tersebut membutuhkan dukungan dari struktur kelembagaan 

ekonomi yang kuat agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, 

sekaligus memperkuat perkembangan ekonomi 

nasionalHdanHmemberikan fondasiCyangHkokohGbagiGkemajuanGilmu 

pengetahuanFserta teknologiSdiReraWglobal. 

c. Diperlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang Perseroan 

Terbatas, agar tercipta iklimRusahaWyangWsehatWdan mendukung 

pertumbuhan duniaWusaha. 

d. Sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, 

PT perlu memiliki dasar hukum yang kuat guna mendorong percepatan 

 
47 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum PT, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 6. 
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pembangunan nasional yangWdijalankan secara gotong royong dengan 

semangat kekeluargaan.  

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, penting pula untuk 

merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat, 

adanya kepastian hukum, serta iklim usaha yang mendukung pertumbuhan bisnis. 

Semua hal tersebut perlu didukung oleh penerapanOprinsip-prinsip0tata0kelola 

perusahaan0yang0baik agar tercipta sistem yangVtransparan, akuntabel,Bdan 

berdaya saing tinggi di dunia usaha. 

PT sebagaiGbadanGhukumGterbentuk melaluiTprosesWhukumWyang resmi. 

Mengacu pada Pasal*1*angka*1*Undang-Undang tentang Perseroan*Terbatas, 

suatu perseroanZdikatakan sebagaiGbadanWhukum apabila memenuhi beberapa 

persyaratan penting. Syarat-syarat tersebut meliputi: pertama, PT merupakan 

bentuk persekutuan modal; kedua, didirikan atas dasar perjanjian antara para 

pendiri; ketiga, menjalankan kegiatan usaha tertentu; dan keempat, pendiriannya 

harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah agar memiliki kekuatan hukum 

yang sah.  

Pasal 1 angka 6 UU PT mengklasifikasikan PTGkeSdalam beberapa jenisWyaitu : 

1. PerseroanWTertutup 

Pada perseroan tertutupzbiasanya pemegang saham cenderung tidak terlalu 

ditonjolkan. Keberadaannya hanyaPterbatasWpadaWorang-orangWyang 

memang dikenal danGinformasinya tertutupWbagi dunia luar. 

PerseroanGtertutup sendiri masih terdiri lagi atas 2 jenis yakni perseroan 

murni tertutup dan perseroan sebagian tertutup, sebagian terbuka. Perseroan 

yang murni tertutup menganut prinsip bahwa pemegang sahamnya terbatas 

hanya padaWlingkunganWteman dan keluargaWsaja dan sahamnyaWterbit 

atasFnamaWorang-orangCtertentu. Perseroan murni tertutup 

tidakFmemberiWruang bagi orangWluarWuntukWmenjadiWpemegang 

saham. Sementara itu, perseroanFsebagian tertutup sebagian terbuka 

membagi keseluruhan sahamnya ke dalam duaGkelompok.  Satu kelompok 

saham tertentu yang hanya berhak dimiliki oleh kelompok tertentu saja 
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sedangkan kelompok saham yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh 

siapa pun. 

 

2. PerseroanWPublik 

PerseroanWpublikWadalah PT yangWmemenuhiWkriteria tertentu untuk 

dapat menawarkan saham atau efek lainnya kepada masyarakat luas melalui 

pasar modal. Status ini biasanya disandang oleh perusahaanWyangWtelah 

melakukanHpenawaranFumumJperdana (initial%publi@ offering/IPO) dan 

tercatat diGBursa@Efek@Indonesia. Sebuah perusahaan disebut sebagai 

perseroan publik jika memilikiYpalingYsedikitY300Ypemegang 

saham@dan@modal@disetor@minimal#Rp3Jmiliar,Ksebagaimanaldiatur 

oleh PeraturanJOtoritasGJasaGKeuanganG(OJK)HNomor 

3/POJK.04/2021. Karena sahamnya dimiliki oleh publik, perseroan publik 

wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan 

terhadap hak-hak investor. Perseroan publik juga tunduk pada pengawasan 

ketat dari OJK dan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, 

serta menjalankan prinsip-prinsip*Good*Corporate*GovernanceJuntuk 

menjaga kepercayaanG pemegang saham dan stabilitas pasar modal. 

 

3. Perseroan%Terbuka@(Perseroan Tbk) 

PerseroanRTerbukaWadalah bentuk badan hukum yang sahamnyaWdapat 

dimilikiWolehWmasyarakatWumumWdanWdiperdagangkanWdi pasar 

modal. Status “terbuka” ini mengharuskan perusahaan untuk memenuhi 

berbagai ketentuan transparansi dan akuntabilitas, sebab mereka 

bertanggungWjawabWtidakWhanyaWkepadaWpemegangGsaham 

mayoritas, tetapiGjuga kepadaWpublik sebagai investor. Perseroan Terbuka 

wajib mendaftarkan dirinya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta 

tundukGpadaWketentuanWdalamWUndang-

UndangWNomor888Tahuny1995 tentangWPasarWModal, selain tetap 

mengacu pada ketentuan umum dalam UU PT. Dalam praktiknya, 

perusahaan yang berstatus terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan 

secara berkala, menjalankan prinsip keterbukaan informasi, dan 
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menerapkanWprinsip-prinsip#Good$Corporate#GovernanceTuntuk 

menjaga kepercayaan investor serta stabilitas usaha. Hal ini menjadikan 

Perseroan Terbuka sebagai bentuk perusahaan yang memiliki tanggung 

jawab hukum dan etika yang tinggi dalam menjalankan operasional 

bisnisnya. 

4. Perseroan Grup 

Perseroan grup merupakan suatu bentuk hubungan usaha yang terdiri dari 

dua atau lebih perseroan yang secara hukum berdiri sendiri, tetapi secara 

ekonomis saling terikat dan dikendalikan oleh satu perusahaan induk 

(holding company). Dalam struktur ini, induk perusahaan 

memilikiWsebagian besarWsaham atau kendali atasWperusahaan-

perusahaan lainWyang disebut sebagai anak perusahaan (subsidiaries). 

Meskipun masing-masing entitas tetap memiliki badan hukum sendiri, 

pengambilan keputusan strategis umumnya terpusat di perusahaan induk, 

yang dapat memengaruhi kebijakan operasional dan keuangan anak-anak 

perusahaannya. Konsep perseroan grup banyak digunakan dalam dunia 

bisnis untuk memperluas jaringan usaha, mengelola risiko secara terpisah, 

dan menciptakan efisiensi manajerial.  

 

2.3.2 Pendirian Perseroan 

Ketentuan seputar pendirianWperseroanWdiatur pada BabWII, 

bagianWkesatuEUU PT%2007. Pendirian#perseroan@sah@sebagai@badan 

hukumGapabila : 

a. DidirikanGoleh52@orang@atau!lebih. 

Pada konteks hukum, yangEdimaksudWdengan "pendiri" adalahgindividu-

individu yangDsecara sadar danXsukarela berperan dalam proses pendirian 

suatu Perseroan. Agar sebuah Perseroan dapat didirikan secara sah, minimal 

harus melibatkan dua orang sebagai pendiri. Jika pendiriannya dilakukan 

oleh kurang dari dua orang, maka Perseroan tersebut tidak dianggap 

memenuhi ketentuan hukum dan tidak dapat memperoleh pengesahan 

sebagai badan hukum dari menteri yang berwenang. Kata "orang" dalam hal 
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ini merujuk pada individu secara biologis, baikWituWwargaWnegara 

IndonesiC maupunGwargaJnegaraDasing.  

b. Pendirian berbentuk akta notaris. 

Pendirian perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian harus 

dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Keharusan akta berbentuk 

akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian 

perjanjian semata melainkan berfungsi juga sebagai solemmitatis causa 

yakni apabilaPtidakFdibuatWdalamGaktaWnotaris,Bmaka akta pendirian 

tersebut tidakVmemenuhiJsyaratHdanOtidak mendapat 

pengesahanWdariGmenteri. AktaYpendirianWharusWmemuatWAnggaran 

DasarGperusahaan yangWtelahWdisepakatiWolehWparaWpendiriWdan 

ketentuanFdalam AD tidakGbolehGbertentanganGdenganGUU PT. 

c. DibuatSdalamWbahasaFIndonesia. 

SemuaKhalWyangWmelekatWpadaWaktaWpendirian,Wtermasuk 

AnggaranGDasarSdanWketeranganWlainnyaDharusHdibuatWdalam 

bahasaGIndonesia. Akta yangWdibuat dalamGbahasaFasing dianggap 

tidakGsah. 

d. SetiapYpendiriQwajibWmengambilQsaham. 

SyaratWformilWmendirikanWperseroan adalah setiapWpendiri 

perseroanGwajibGmengambilGbagianGsahamFdanGpengambilanGatas 

bagianGituGwajibBdilaksanakanQsetiapWpendiriQpadaQsaatQperseroan 

didirikan. PadaGsaatBparaBpendiriBmenghadapBnotarisBuntuk membuat 

aktaHpendirian, setiapGpendiri sudah harus 

mengambilHbagianHsahamHerseroan. KemudianGinformasi mengenai 

pengambilan saham oleh masing-masing pendiri tercantum dalam akta 

pendiri dengan terperinci termasuk informasi mengenai nama 

pemegangJsaham, rincianHjumlahBsaham, danDnilaiWnominalKsaham 

yangBtelahFditempatkanFdanWdisetor.  

e. Mendapat pengesahan dari Kemenkumham.  

AgarFdapat diakui sebagaiWbadanWhukum, sebuahGPT 

harusJmendapatkan pengesahanZdari MenteriGHukumGdanDHakCAsasi 

ManusiaDRepublikWIndonesia. Proses ini dimulai setelah akta pendirian 
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perseroan disusun diGhadapanDnotarisFdalamFbahasaGIndonesia, lalu 

didaftarkan secara elektronik melalui sistemKadministrasiHbadanKhukum 

milik KementerianGHukumFdanGHAM. Pengajuan permohonan 

pengesahan dilakukan oleh pendiri atau kuasa pendiri dengan menyertakan 

sejumlah dokumen penting, seperti akta pendirian, identitas para pendiri, 

danGbuktiWpembayaranWPenerimaanWNegaraQBukanWPajakH(PNBP)

. Menteri akan memproses permohonan tersebut dan memberikan keputusan 

paling lambat dalam 14 hari kerja setelah semua dokumen diterima secara 

lengkap. Jika disetujui, pengesahan diberikan melalui Keputusan Menteri, 

dicatat dalam Daftar Perseroan, dan 

diumumkanGdalamGTambahanGBeritaFNegaraKRepublikRIndonesia. 

Sejak saat pengesahan tersebut diterbitkan, PT secara resmi memperoleh 

status badanFhukum danVdiakui sebagaiGsubjekKhukumGyang memiliki 

hakVdanWkewajiban secara mandiri. 

 

2.3.3 Organ Perseroan 

Dalam struktur PT terdapat tiga organ utama yang memiliki peran penting dalam 

pengelolaan dan pengawasan perusahaan, yaitu RUPS,GDireksi,GdanhDewan 

Komisaris. Meskipun ketiganya memilikiGfungsi dandwewenang yangZberbeda, 

peran mereka salingFmelengkapi untuk memastikan jalannya perusahaan secara 

sehat, transparan, dan akuntabel. Hubungan dan pembagian tugas antara ketiga 

organ iniwtelahwdiaturWsecara jelas dalamWUU PT, guna menciptakan sistem 

tataFkelolaSperusahaanwyangRefektif danV bertanggungKjawab. 

1. Rapat&Umum@Pemegang@Saham 

SecaraWumum,EmenurutWpasalF1Sangka 4FRUPSVsebagai.organ.perseroan 

mempunyaiJwewenangWyangWtidakWdiberikanWkepadaWdireksiHatau 

dewanGkomisarisVnamun dalam batasJyangBditentukanCdalam Anggaran 

Dasar dan.undang-undang.  RUPS memiliki sejumlah wewenang penting dalam 

pengambilan keputusan strategis perusahaan. Wewenang tersebut antara lain : 

a. MenyatakanGpersetujuan atauGmengambilHalih seluruh hakJdan 

kewajibanGyangWtimbulWdari tindakan hukumWyang 

telahGdilakukan oleh para pendiriFatau kuasa mereka.  
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b. Memberikan persetujuanDatas tindakan hukum yangFdilakukan atas 

namaHperseroanDoleh seluruh anggotaHdireksi dan dewanWkomisaris 

bersamaWpara pendiri, denganWsyarat bahwa seluruhWpemegang 

sahamEhadirWdalamWRUPSWdan/menyetujui keputusanHtersebut 

secara bulat. 

c. Menetapkan perubahanGterhadapGanggaranGdasar perseroan. 

d.  MemberiGpersetujuan terkait tindakan perusahaan dalamHmembeli 

kembali saham yang telah dikeluarkan atau melakukan pengalihan lebih 

lanjut atas saham tersebut, serta tindakan-tindakan penting lainnya 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

RUPS diselenggarakan di tempatWkedudukanWperseroan, yaitu lokasi 

kantorGpusat perusahaan. PerseroanPdianggap memiliki kedudukan yang sah 

apabila berkedudukanGdiDwilayahWNegaraDRepublikWIndonesia. RUPSBwajib 

dilaksanakan setiap tahun, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus 

dilakukan palingJlambatGenamFbulanFsetelah berakhirnya tahunFbuku. Baik 

RUPSGtahunan maupun RapatGUmumFPemegangWSahamHLuarJBiasa 

(RUPSLB) hanya dapatFdiselenggarakan atas inisiatif atau keputusan dari Direksi 

sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh untuk mengajukannya.  

RUPSFsendiriGmerupakan forum tertinggiGdalam struktur perseroan, 

yangHberwenang dalam mengambilHkeputusanFpentingDseperti pengangkatan 

dan pemberhentian direksi atau komisaris, pengesahan laporan tahunan, pembagian 

dividen, serta perubahan anggaran dasar.48 Para pemegang saham menggunakan 

forum ini untuk menyampaikan suara mereka atas kebijakan yang telah atau akan 

dijalankan oleh perseroan. Keberadaan RUPS menegaskan bahwa kendali tertinggi 

tetap berada di tangan pemilik modal, namun dijalankan secara sistematis dan 

profesional melalui organ-organ internal perseroan. 

2. Direksits 

DireksiGmerupakan organ.perseroanbyangGbertanggungLjawabHpenuh.atas 

pengurusanFperusahaanwuntukFkepentinganVdanCtujuanEperseroan. 

TugasGdan wewenang direksi mencakup menjalankan operasional sehari-hari, 

 
48 Yahya Harahap, Hukum PT, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 309. 
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mewakiliBperseroanJbaikGdiKdalamHmaupunKdiHluarNpengadilan,Bserta 

mengambilJkeputusan strategis yangHsesuai dengan Anggaran Dasar 

perusahaan. Dalam pelaksanaannya, direksiGharusHbertindakGdenganGitikad 

baikGdanKpenuhRtanggungDjawab, serta wajib menghindari benturan 

kepentingan demi menjaga integritas pengelolaan perusahaan. 

DireksiZmemilikiZwewenang penuh untukZmengelola dan menjalankan 

operasional perseroan. Namun, sesuaiTdengan ketentuan Pasal 92 ayat (2), 

kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas-batas tertentu, yaitu: 

a. Segala tindakan Direksi harus didasarkan pada kepentingan perseroan 

semata. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan jabatan atau 

kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk tidak boleh 

menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) atau menahan 

keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi. Jika tindakan direksi 

menyimpang dari kepentingan perusahaan, maka hal tersebut dapat 

dianggap sebagai pelanggaran wewenang atau penyalahgunaan jabatan. 

b. Kegiatan pengurusan yang dilakukan Direksi harus tetap berada dalam 

ruang lingkup maksudGdanWtujuanJperseroanFsebagaimana 

tercantumRdalamFAnggaranWDasar,Gdan tidak boleh melampaui 

batas tersebut.  

c. Kebijakan yang diambil Direksi dalam menjalankan tugasnya harus 

dilandasi pertimbangan yang wajar dan profesional, dengan 

memperhatikan keahlian, peluang usaha yang ada, serta praktik umum 

yang lazim di dunia bisnis.  

Pengangkatan direksi dalam PT dilakukan melalui mekanisme RUPS, sebagai 

organ tertinggi dalam struktur perusahaan. Proses ini biasanya diaturTdalam 

anggaranFdasarWperseroan dan harus memenuhi ketentuanGdalam UU PT. 

Direksi yang diangkat bertanggungKjawabFpenuhEatasWpengurusanWdan 

jalannyaFoperasional perusahaan untukJkepentinganGdanHtujuanEperseroan. 

DalamHpraktiknya, jika anggota direksiGlebihWdariFsatuHorang,Hmaka 

pembagianHtugasEdiTantara mereka dapat ditentukan berdasarkanJkeputusan 

RUPSRatau berdasarkan ketentuan anggaran dasar. Pembagian tugas ini bersifat 

internal dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara 
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efektif, misalnya ada yang menangani bidang keuangan, operasional, atau 

pengembangan bisnis. Meskipun tugas dibagi, seluruh direksi tetap bertanggung 

jawab secara kolektif atas jalannya perusahaan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 

direksi yangFbersangkutan tidak terlibatHdalam tindakanFyangEmerugikan 

perseroan. 

PadaGPT, Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk mengelolaTperusahaan 

sesuaiFdenganFmaksudGdanWtujuanCyangXtercantumSdalamHanggaranGdasar. 

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib bertindak denganHitikadGbaik, 

penuhDtanggungWjawab, dan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di 

atas kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

92 hingga Pasal 97 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direksi 

juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan 

sesuai dengan peraturanIperundang-undanganGyangFberlakuVdanDprinsip-

prinsipStataDkelolaWperusahaanWyangWbaik. Apabila dalam pelaksanaannya 

terjadi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yangHmenyebabkanGkerugian 

bagiTperusahaan, maka anggota DireksiEdapat dimintai pertanggungjawaban 

secara pribadi, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa telah bertindakJdengan 

penuhMkehati-hatianSdanWitikadSbaik. Oleh karena itu, jabatan sebagai Direksi 

tidak hanya memerlukan kemampuan manajerial, tetapi juga menuntut integritas 

tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab hukum yang melekat pada peran 

tersebut. 

3. Dewan Komisaris 

Sementara itu, DewanYKomisarisYberfungsiYsebagaiYpengawasTdan 

pemberiGnasihatGkepadaFdireksi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam 

pengurusan perusahaan, komisarisGmemilikiGkewenanganWuntukJmeminta 

keteranganFdariWdireksi, mengevaluasi laporan keuangan, dan 

memastikanHbahwa kebijakan yangHdiambilPoleh direksi telah 

sesuaiGdenganFprinsip-prinsip tataGkelolaRyangKbaik Dalam keadaan 

tertentu, komisaris juga dapat memberikan persetujuan atau bahkan menolak 

keputusan strategis tertentu yang diusulkan oleh direksi. 
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2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Kerangka pikir dalamJpenelitianKini dimulai dari Undang-Undang?Nomor?40 

Tahun?2007?tentang?Perseroan?Terbatas sebagai landasan yuridis sekaligus dasar 

hukum penegakan PT. Prinsip-prinsip?Good?Corporate?Governance hadir sebagai 

teori  pendukung dimana berdasarkan tinjauan normatifnya penerapan prinsip GCG 

yang baikXdapatXmencegahXterjadinya konflik-konflikGdalam perusahaan 

termasuk konflik benturan kepentingan. Kedua ini menjadi pedoman utama dalam 

mengkaji permasalahan yang mencakup tinjauan normatif penerapan prinsip GCG 

dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan oleh Direksi pada Perseroan 

Terbatas, bentuk-bentuk benturanTkepentinganWyang berpotensi dilakukanToleh 

DireksiFpada Perseroan Terbatas serta pengaturan mengenai benturan kepentingan 

(conflict of interest) yangHtersiratRdalamOUndang-UndangFNomorE40ETahun 

2007FtentangWPerseroanWTerbatas.   

 

 

Undang-UndangNNomor 

40/Tahun?2007;Tentang 

Perseroan:Terbatas 

JPrinsip-PrinsipG 

 GoodlCorporate 

GovernanceM 

Tinjauan Normatif 

Penerapan Prinsip 

GCG pada PT  

Bentuk-Bentuk 

Benturan 

Kepentingan   

Pengaturan Mengenai  

Benturan Kepentingan 

Dalam UU PT   
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III. METODE@PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis@Penelitian 

Metode penelitianGyang digunakan dalamZpenelitian iniGadalahWpenelitian 

hukumWnormatif#(normative#legal#research). Metode penelitian#hukum 

normatif merupakan kegiatan menganalisa suatu peristiwa hukum melalui bahan 

pustaka dan bahan-bahan hukum sekunder sebagai sumber utama informasi yang 

akan diteliti. 49 Objek penelitian ini berfokus pada hukum yang didefinisikan 

sebagai aturan yang diberlakukan dalam bentuk norma hukum positif tertulis dan 

mengarah padaYperaturanWperundang-undangan@yangWberlaku.50 Tujuannya 

adalah untuk melakukan@penelusuran%terhadap%peraturan-peraturanJdan 

literaturWyangWberkaitanWdengan tinjauan prinsip Good Corporate Governance 

dalam pencegahan konflik benturan kepentingan dalam PT, bentuk bentuk benturan 

kepentingan pada PT dan pengaturan mengenai benturan kepentingan oleh Direksi 

dalam UU PT.  

 

3.2 Tipe Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup kajian, tipe&penelitianJyang 

digunakanFdalam studi ini adalahFpenelitianFdeskriptif. PenelitiaGhukum 

deskriptif bertujuanTuntuk menggambarkan secaraFrinci dan mendalam kondisi 

hukumGyangMberlakuCdiFsuatuDtempattSdanGwaktuGtertentu, termasuk 

mengkaji fenomenaGhukum atauFperistiwaFhukumFyangFterjadi di 

 
49 Rusdin Tahir, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan 

Praktik, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 90. 
50 Ibid, hlm. 91. 
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tengahGmasyarakat.51 Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan 

pemahaman yang komprehensif terkait pengaturan mengenai benturan kepentingan 

dalam UU PT serta menjelaskan relevansi prinsipFGCGFsebagaiWsalahDsatu 

upaya pencegahan terhadap munculnya konflik, khususnya konflik yang berkaitan 

dengan benturan kepentingan dalam lingkungan perusahaan. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

Berdasarkan data yang telah disajikan, skripsi ini menggunakan dua pendekatan 

dalam menganalisis permasalahan, yaitu pendekatan studi kasusH(caseCapproach) 

dan pendekatanEperundang-undangan. PenelitianTdilakukanWdenganGmenelaah 

kasus hukum yang berkaitan dengan benturan kepentingan, khususnya melalui 

analisisGterhadapFputusan Mahkamah Agung 

yangKtelahWberkekuatanGhukumJtetap. 52 Studi kasus dalam penelitian ini 

berfokus pada perkara perdata yang telah diputus secara final oleh Mahkamah 

Agung, yaitu PutusanFPengadilanFNegeriGJakartaHBaratGNomor 

373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Putusan iniJdijadikan bahan analisis untuk memahami 

bagaimana konflik kepentingan ditangani dalam sebuah perkara perdata. 

 

3.4 DataGdanGSumberGData 

PenelitianGini memanfaatkan dataHkepustakaan sebagai sumber utama, yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan. Jenis 

data kepustakaan yang dikumpulkan termasuk dalam kategori dataJsekunder. 

DataGsekunder merupakan dataGyangFdiperolehGdariGhasilGpengumpulan 

informasi yangFsudah tersedia sebelumnya. Sumber-sumbernya meliputi peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-

bukuGliteraturGhukum, serta bahanJhukumJtertulisGlainnya yang 

relevanGdengan topik penelitian.53  

 
51 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 50 
52 Ibid. hlm. 134. 
53 DqLab, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. (https://dqlab.id/pengertian-

data-sekunder-menurut-beberapa-ahli, diakses pada 5 Juli 2025, jam 23.00 WIB). 

https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli
https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli
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DalamGpenelitianTini, dataFsekunderFyangFdigunakanRterdiriWdari:  

a. Bahan&Hukum&Primer 

Bahan hukumYprimer adalah sumber hukumHyangKmemilikiGkekuatan 

mengikat secara resmi, karena berasal dari otoritas yang sah. Jenis bahan ini 

mencakup peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan 

daerah, serta yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang relevan.54 

Pemilihan bahanFhukumFprimerFdalamFpenelitianFini disesuaikan 

dengan isu hukumGyang menjadi fokus pembahasan. Oleh karena itu, 

beberapa bahanGhukumGprimerFyang digunakanGmeliputi : 

1) Undang-UndangRNomorA40STahunZ2007GtentangKPerseroan 

Terbatas. 

2) KitabJUndang-UndangJHukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgelijke 

Wetboek; 

PutusanFPengadilanGNegeriHJakartaMBaratVNomor.373/Pdt.G/2012

/PN.Jkt.Bar. 

b. BahanYHukumYSekunder 

BahanThukumWsekunderVmerupakan sumber informasi hukumGyang 

tidakJmemilikiTkekuatanTmengikatFsepertiWperaturanJperundang-

undangan, namun tetap penting sebagai referensi pendukung.55 Bahan ini 

mencakup berbagai publikasiGyangFmembahasEhukum, seperti buku teks 

hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta karyaYilmiahHsepertiYskripsi, 

tesis,GdanFdisertasi di bidang hukum. DalamGpenelitianGini, 

bahanFhukumWsekunderEdigunakanWuntuk memperluas 

pemahamanGterhadap isu hukumGyang dikaji, membantu proses analisis, 

dan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Sumber-sumber tersebut 

diperoleh dari literatur hukum yang relevan, termasuk buku-buku akademik, 

jurnalHilmiah,Hserta pandangan paraKpakar yang sesuaiKdengan 

topikHpenelitian.56 Materi iniKberfungsi untuk memperkuat dan 

melengkapi kajian terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahas. 

 

 
54 H. Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 48. 
55 Ibid, hlm. 54. 
56 Ibid. 
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c. BahanRHukumWTersier 

Bahan hukumPtersier adalah sumber yangHberfungsi memberikanG 

penjelasan atau petunjukJtambahan terhadapGbahanGhukumHprimerFdan 

sekunder.57 Pada penelitianFini, bahanFhukumFtersierGyangRdigunakan 

meliputiFkamusRhukum, KamusFBesar BahasaFIndonesia, serta situs web 

yang memuat informasi hukum dan relevan dengan isu yang sedang 

dibahas. Sumber-sumber ini membantu memperjelas istilah-istilah dan 

konsep hukum yang digunakan, sehingga mendukung analisis menjadi lebih 

akurat dan komprehensif. 

 

3.5 Metode@Pengumpulan@Data 

MetodeSpengumpulanSmerupakan serangkaian langkahTsistematishyang 

digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan guna mencapai 

tujuan penelitian.58 Proses ini dilakukan secara terstruktur agar data yang diperoleh 

memiliki validitas dan akurasi tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan kajian yang 

dilakukan.59 DalamGpenelitianDini, terdapat 2 metode yangXdigunakan, yaitu : 

a. Studi&Kepustakaan 

Studi&kepustakaan&adalah&metode&pengumpulan&data&yang 

dilakukan&dengan menelaah berbagaixsumber tertulis sepertiGbuku, 

literatur akademik, catatan,Tdan laporan yangFberkaitanFdengan isu 

yangJditeliti.60 Melalui metode ini, peneliti memperoleh data sekunder 

dengan cara mendokumentasikan informasi dari sumber-sumber hukum, 

termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan, 

untuk mendukung analisis dalam penelitian.61 

 

 
57 123dok, Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Tersier. 

(https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-

bahan-hukum-tersier.html, diakses pada 5 Juli 2025, jam 23.50 WIB). 
58 Penelitian Ilmiah, Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan 

Contohnya. (https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/, diakses pada 6 Juli 2025, 

00.34 WIB). 
59 Ibid. 
60 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 167. 
61 Ibid. 

https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-bahan-hukum-tersier.html
https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-bahan-hukum-tersier.html
https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/
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b. Studi Dokumen 

Studi dokumenXmerupakanFteknikWpengumpulanWdataWdenganGcara 

menganalisisFdokumen-dokumenFyangFberkaitan langsung denganHtopik 

penelitian.62 Dokumen yang digunakan bisa berupa jurnal ilmiah, catatan 

hukum, maupun putusanEpengadilanSyangStelahSberkekuatanFhukum 

tetap.MDalam konteks penelitian ini, salah satu dokumen utama yang dikaji 

adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., yang dianalisis untuk memperoleh 

pemahaman lebih mendalam mengenai persoalan hukum yang dibahas. 

 

3.6 Metode Pengolahan#Data 

TeknikRpengolahanRdata adalah proses penting yangHbertujuan 

untukHmengubah data yangXtelah dikumpulkanZmenjadi informasi yang valid 

dan dapat dipercaya. Melalui tahap ini, seluruh data dianalisis secara sistematis agar 

menghasilkan temuan yang relevan dan mendukung penyelesaian permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian.63 Proses iniBmemastikanFbahwa dataGyang 

diperoleh tidakGhanya terkumpul, tetapiFjuga diinterpretasikan secara tepat untuk 

mencapai tujuan penelitian.  Metode pengolahan data dalam penelitian dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu :64 

1. Pemeriksaan data, yaitu tahap awal di mana data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya ditinjau kembali untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan 

atau kekurangan, serta memperbaiki informasi yang belum akurat. 

2. Penyusunan data, yaitu proses pengorganisasian data secara runtut dan 

teratur agar informasi yang diperoleh tersaji secara logis, sehingga lebih 

mudah dipahami dan dianalisis. 

3. Sistematisasi data, yaitu penataan setiap pokok pembahasan dalam susunan 

yang sistematis agar alur analisis menjadi lebih jelas dan terstruktur. 

 

 
62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 

2013, hlm. 224. 
63 Rafi Abrar, Teknik Pengolahan Data: Pengertian, Metode & Penerapannya. 

(https://nextdigital.co.id/teknik-pengolahan-data/, diakses pada 6 Juli 2025, jam 16.00 WIB). 
64 Ibid. 

https://nextdigital.co.id/teknik-pengolahan-data/
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3.7 Analisis Data 

Pada penelitian hukum, analisis data merupakan tahap tahap krusial yang 

membantu peneliti memahami serta menafsirkan temuan berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan. 65 Pada studi ini, data dianalisis menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk menjabarkan bahan hukum yang telah diolah. Pendekatan kualitatif 

memungkinkan penyusunan data dalamVbentuk narasi yangVruntut, 

sistematis,Jlogis, dan tidakYtumpangYtindih,Rsehingga hasil analisis lebih mudah 

dipahami.66 Proses analisis dilakukan dengan menelaah UU PT serta 

PutusanKPengadilanGNegeriNJakartaDBaratiNomor?373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. 

Data yang diperoleh kemudian disajikan secara teratur dan sistematis sebagai dasar 

dalam menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai tinjauan normatif terhadap prinsip Good Corporate 

Governance dalam kasus benturan kepentingan yang melibatkan direksi di 

lingkungan Perseroan Terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Rusdin Tahir, dkk, Op.Cit, hlm. 206. 
66 Ibid, hlm. 207 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 KesimpulanZf 

Berdasarkanhuraianbdarighasilopenelitianvdan@pembahasan, kesimpulan yang 

dapatgdiuraikan oleh Penulis adalahhsebagaibberikut: 

1. PrinsipFGCG sangatFrelevanWuntuk mengkaji dan mengevaluasi 

tindakan-tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi tidak 

hanya pada kasus dalam putusan melainkan dalam PT secara umum. Pada 

kasus ini disimpulkan bahwa keabsenan penerapan  prinsip GCG secara 

menyeluruh telah berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran, khususnya 

dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset perusahaan. 

Tidak adanya mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang kuat juga 

menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran. Putusan yang dianalisis 

menunjukkan bahwa prinsip GCG tidak hanya bersifat idealistik, tetapi 

memiliki dampak praktis dan hukum yang nyata apabila dilanggar. Prinsip-

prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan 

keputusan Direksi, sekaligus menjadi tolak ukur penilaian oleh pemegang 

saham dan pihak pengadilan apabila terjadi konflik yang demikian. 

 

2. Dalam Putusan Nomoryy373/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Barg, dugaan benturan 

kepentingan muncul atas tindakan salah satu direkturnya yang 

memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan 

aset dan kewenangan perusahaan. Direkur tersebut juga melakukan rangkap 

jabatan dengan mendirikan perusahaan baru dan menjadi Direktur utama di 

perusahaan tersebut kemudian menjadikan perusahaan itu sebagai agen 

perusahaan Penggugat sehingga ia bisa mengendalikan segala kepentingan 

perusahaan yang sekiranya dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tindakan 
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tersebut mencerminkan bentuk umum benturan kepentingan, seperti self-

dealing, penyalahgunaan aset perusahaan, pemanfaatan informasi rahasia, 

penerimaan hadiah/manfaat pribadi, hingga corporate opportunity. Semua 

bentuk ini bertentangan dengan makna ‘itikad baik’ dalam UU PT dan 

prinsip good corporate governance khususnya pada prinsip akuntabilitas. 

 

 

3. Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam UU PT tertuang dalam 

beberapa pasal yaitu Pasal 92, Pasal 97, Pasal999, Pasal8100 dan Pasal9101.  

UUWPT memang mtidak mengatur secara eksplisit istilah "conflict of 

interest", namun substansi pengaturannya tersirat dalam beberapa ketentuan 

dalam pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, 

dan pertanggungjawaban Direksi pada PT. Pasal-pasal dalam UU PT 

tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengaturan preventif dan represif 

terhadap tindakan-tindakan Direksi yang berpotensi melakukan benturan 

kepentingan. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut dapat menjadi acuan 

hukum yang penting dalam menilai tindakan direksi yang menyimpang dari 

kepentingan PT. 

 

 

 

5.2 Saranz 

1. Kepadazzpemerintah dan pembuatWUndang-Undangg diperlukan adanya 

peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai "benturan kepentingan" 

dalam revisi atau peraturan pelaksana UU PT agar pasal yang dimuat tidak 

multitafsir namun juga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. 

2. Perusahaan wajib menerapkanzprinsip-prinsipGGoodRCorporate 

GovernanceA ke dalam kebijakan internal perusahaanb secara konkret, 

terutamay dalamn hal transparansi pengambilan keputusan dan pelaporan 

kegiatan Direksi. Di sisi lain pemegang saham dan komisaris diharapkan 

lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan 

Direksi.  
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3. Lembaga peradilan dapat mempertimbangkan untuk menjadikan prinsip-

prinsip GCG sebagai acuan interpretasi hukum dalam menyelesaikan 

sengketa perusahaan, sehingga dapat memberikan putusan yang progresif 

dan mendidik bagi praktik bisnis di Indonesia. 
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